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ABSTRAK
 SIKAP ETNIS JAWA DAN LAMPUNG TERHADAP PLURALITAS
 ETNIS CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
 KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
 (Studi pada Masyarakat Etnis Jawa dan Lampung)
 Oleh
 Putri Rahmaini
 Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 diikuti oleh 3 (tiga)
 pasangan calon yaitu nomor urut 1. Ardian Saputra-Dewi Arimbi, nomor urut 2.
 Sujadi-Fauzi dan nomor urut 3. Siti Rahma-Edi Agus Yanto. Tujuan dalam
 penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap
 pluralitas etnis calon pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Tipe
 penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
 melalui wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka, sedangkan teknik
 analisis data yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
 penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat/tokoh etnis Jawa di
 Pringsewu terhadap pluralitas calon kepala daerah dan wakilnya cenderung sudah
 baik. Karena telah dua kali pilkada di Kabupaten Pringsewu hampir semua
 pasangan calon terdiri dari dua komposisi etnis, yaitu Jawa-Lampung atau
 Lampung-Jawa. Demikian halnya dengan pengetahuan masyarakat/tokoh etnis
 Lampung terhadap fenomena yang sama pun cenderung baik. Adapun sikap
 masing-masing etnis pun cenderung sama yaitu moderat terhadap komposisi etnis
 pasangan calon tersebut, yaitu bisa menerima sebagai calon pemimpin daerah di
 Kabupaten Pringsewu. Masing-masing etnis Lampung dan Jawa menyikapi
 pluralitas etnis dalam pencalonan pilkada sebagai suatu kewajaran dalam sebuah
 masyarakat yang heterogen.
 Kata Kunci: Sikap Etnis, Pluralitas dan Pemilihan Kepala Daerah
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ABSTRACT
 JAVA AND LAMPUNG ETHNIC ATTITUDES TOWARDS ETHNIC
 PLURALITY OF CANDIDATES AT THE ELECTION OF THE HEAD
 OF THE AREA REGENCY PRINGSEWU YEAR 2017
 (Study on the Ethnic Community of Java and Lampung)
 By
 Putri Rahmaini
 Selection of Regent of Pringsewu Regency in 2017 followed by 3 pairs (three)
 candidate serial number 1. ArdianSaputra-DewiArimbi, serial number 2. Sujadi-
 Fauzi and serial number 3. SitiRahma-Edi AgusYanto. The purpose of this study is
 to determine the attitude of ethnic Javanese and Lampung to pluralitas candidates
 in elections Pringsewu District 2017. Type of research used is descriptive with a
 qualitative approach. Techniques data data through interviews, data reduction
 data documentation, data presentation and withdrawal. The results of this study
 show the knowledge of Javanese / ethnic communities in Pringsewu against
 plurality of candidates for regional heads and their representatives to be good.
 Since the two elections in Pringsewu almost all candidate pairs consist of two
 ethnic compositions, namely Java-Lampung or Lampung-Java. Likewise with the
 knowledge of Lampung society / ethnic towards the same phenomenon also
 become good. The attitude of each ethnic is also the same for the composition of
 candidate pairs, which can be accepted as candidates for regional leaders in
 Pringsewu District. Every Lampung and Java loves plurality in elections as
 justice in a heterogeneous society.
 Keywords: Ethnic Attitude, Plurality and Choice
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1
 I. PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 Pemilihan kepala daerah adalah sebuah ajang demokrasi dalam rangka mencari
 pemimpin yang sah, pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik
 panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elite dan kehendak
 publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional
 dan internasional.Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahap
 awal hingga akhir, mulai saat pasangan kandidat melakukan deklarasi,
 pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan calon, pengumuman harta
 kekayaan, pengambilan nomor urut, kampanye, pemaparan visi-misi, debat
 kandidat, minggu tenang hingga hari pencoblosan dinamika yang berkembang,
 seperti isu suku, politisasi agama, kampanye negatif, kisruh daftar pemilih tetap.
 Masyarakat yang multietnik, dinamika politik senantiasa memiliki tegangan yang
 lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif homogen hal tersebut dapat
 terlihat pada kontestasi politik di tingkat lokal pada beberapa pemilukada provinsi,
 kabupaten dan kota yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat politik
 maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol
 etnisitas baik agama, suku, putra daerah atau pendatang. Simbol-simbol tersebut
 kerap dijadikan isu politik dalam sosialisasi dan komunikasi politik para calon
 yang bersaing, baik dalam jabatan politik seperti eksekutif (gubernur,
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2
 bupati,walikota) dan legislatif. Aspek etnis tidak boleh dilupakan perannya dalam
 politik lokal di Indonesia, hal ini tampak pada proses Pilkada, mobilisasi pemilih
 dapat dilakukandengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan etnisitas, baik
 etnis, agama dan sebutanpenduduk asli atau pendatang. Latar belakang etnis
 kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih ini terutama terjadi di
 wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan etnisdimana ada dua atau lebih
 suku dominan di wilayah tersebut meski gambaran posisi etnis agakberbeda antara
 suatu daerah dengan daerah lainnya.
 Beragamnya etnis yang mendiami Provinsi Lampung telah menyebabkan
 suburnya politik identitas etnis mobilisasi dukungan digunakan dengan
 memanfaatkan komunikasi politik dengan pesan utama, putra daerah dan etnisitas
 lainnya ditambah lagi dengan disparitas etnis. Wacana tersebut juga menguat
 dalam penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati yang sebisa mungkin
 berpasangan Lampung-Jawa atau Jawa-Lampung (bupati dari Lampung dan
 wakilnya dari Jawa atau bupati dari Jawa dan wakil bupati dari Lampung) upaya
 power sharing tersebut tentu saja untuk meningkatkan elektabilitas dan eliminasi
 potensi konflik.
 Etnis menjadi isu yang hangat dalam pemilihan kepala daerah khususnya
 dalampemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi
 Lampung Tahun 2017 karena ada keyakinan dibenak para kandidat atau tim
 suksesnya bahwa cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk
 memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkanikatan emosional
 pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan
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3
 seseorang pada identitas primordialnya sepertisuku, agama, ras dan golongan atau
 komunitas diantara semua identitas ini, suku-agama dan ras menjadi identitas
 yang paling kuat sehingga mudah menyulut emosi dan dapat dimobilisasi, dari
 sini dapat dilihat bahwa politik identitas mengalami transformasi pemaknaan
 identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang
 membuatnya, bukan untuk kepentingan identitas sendiri. Segala elemen-elemen
 etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan
 menghegemoni masyarakat elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting
 dan tertinggal tetapi justru menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan
 khususnya pemilihan kepala daerah.
 Pemilihan kepala daerah merupakan agenda lima tahunan untuk memilih
 pemimpin di dearah, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk
 memilih dan dipilih. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
 Walikota, di mana undang-undang tersebut memiliki tujuan menjamin
 penyelenggaraan pilkada serentak secara langsung oleh rakyatpada tahun 2017.
 Provinsi Lampung akan melaksanakan pilkada serentak di lima kabupaten yaitu
 Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang,
 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Namun dalam penelitian
 ini lebih terfokus pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu, hal itu
 dikarenakan di Kabupaten Pringsewu etnis jawa cukup dominan dibandingkan
 dengan etnis Lampung yang merupakan etnis pribumi.
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4
 Dinamika politik etnis di Kabupaten Pringsewu berkembang dengan pesat dan
 cepat sehingga mempengaruhi perilaku pemilih, fenomena politik etnis yang
 cukup kental dirasakan di daerah ini sendiri adalah penggunaan etnis lokal yang
 biasa dikenal dengan putra asli daerah yaitu etnis Lampung sebagai etnis pribumi
 asli. Bahkan komposisi etnis Lampung dan Jawa sering digunakan sebagai basis
 strategi politik yang digunakan oleh elit lokal untuk mendapatkan dukungan suara
 dalam pemilihan kepala daerah di bumi jejama secancananini dalam satu dekade
 terakhir. Pemilihan kepala daerah sacara langsung di Lampung dalam satu dekade
 terakhir semenjak tahun 2005 memunculkan fenomena yang cukup menarik,
 ketika politik etnis makin muncul, baik itu dari sisi etnisitas pasangan calon
 hingga pluralisme etnik yang dimunculkan oleh pasangan calon dalam menarik
 simpati dan dukungan masyarakat berbasiskan etnik.
 Elit politik yang akan maju dalam pilkada maupun konstituen menjadikan
 kesamaan etnis sebagai acuan, elit politik yang akan maju dalam pilkada di
 Kabupaten Pringsewu cenderung menjadikan etnisitas sebagai sarana perekat
 untuk meraih dukungan. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun
 2017 merupakan pemilihan yang kedua kalinya untuk itu dalam pemilihan
 tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan partisipasi masyarakat
 Pringsewu dengan keberagaman suku dan jumlah penduduk. Adapun jumlah
 penduduk Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
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 Tabel 1.Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Per-Kecamatan Tahun
 2016
 No Nama Kecamatan Laki- laki Perempuan Jumlah
 1 Gading Rejo 39. 712 37. 123 76. 835
 2 Ambarawa 18. 756 17. 536 36. 292
 3 Pardasuka 20. 788 19. 454 40. 242
 4 Pagelaran 27. 842 259.999 53. 841
 5 Banyumas 11. 320 10. 632 21. 952
 6 Adiluwih 19. 906 18. 774 38. 680
 7 Sukoharjo 27. 042 25. 982 53. 384
 8 Pagelaran Utara 85. 97 77. 76 16. 373
 Total 251.336 467.26 337.599 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pringsewu Tahun 2016, (Diolah Peneliti)
 Beragamnya etnisitas penduduk Kabupaten Pringsewu membuat para calon
 kandidat kepala daerah untuk memanfaatkan situasi ini artinya ada kesan untuk
 memanfaatkan etnis dalam memenangkan pemilihan kepala daerah dan wakil
 kepala daerah. Keberagaman ini bisa dilihat berdasarkan jumlah penduduk
 berdasarkan agama yang ada di Pringsewu, sebagaimana yang tertuang pada tabel
 2 berikut:
 Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Agama yang
 Dianut Tahun 2015
 No Kecamatan Islam Katolik Kristen Hindu Budha Khonghucu
 1 Pardasuka 32.007 72 17 1 25 4
 2 Ambarawa 30.703 617 264 340 1 0
 3 Pagelaran 56.842 1.209 187 540 138 2
 4 Gadingrejo 70.530 2.997 1.065 143 217 9
 5 Sukoharjo 68.166 196 420 489 25 6
 6 Banyumas 42.414 1.031 547 698 0 5
 7 Adiluwih 31.088 188 28 75 8 0 Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2016, (Diolah Peneliti)
 Berdasarkan Tabel 2 di atas maka dapat diketahui bahwa keberagaman
 masyarakat berdasarkan agama cukup hiterogen, urutan pertama tertinggi yaitu
 masyarakat yang memeluk agama Islam terdapat pada kecamatan Gading Rejo
 sebesar 70.530. Namun angka yang terendah adalah yang memeluk agama
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 Khonghucudengan demikian menunjukan bahwa keanekaragaman masyarakat
 Pringsewu berdasarkan agama yang membuktikan bahwa daerah ini menjadi salah
 satu daerah yang memiliki toleransi yang cukup baik. Persentase penduduk seperti
 di atas, tentunya menjadi penting untuk masing-masing calon untuk menyiapkan
 strategi dalam mengambil simpati masyarakat dari berbagaipemberitaan tentang
 pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewutahun 2017, hal itu dapat dilihat
 fenomena yang menarik dan dianggap fenomenal karena dilakukan secara
 berkelanjutan, massif dan mendapat sorotan yang luas dari berbagai komponen
 masyarakat, salah satunya ialah sentimen etnis dan agama pada pemilihan kepala
 daerah Daerah Kabupaten Pringsewutahun 2017yang akan datang.
 Bercermin dari data diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten
 Pringsewuadalah Jawa dan menganut agama Islam yang menjadi sorotan tajam
 tertuju pada pasangan Sujadi dan Fauziyaitu berasal dari etnis Jawa dan etnis
 Lampung, seperti ramai diberitakan media massa, isu rasialisme makin menyeruak
 menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerahKabupaten Pringsewutahun 2017
 di mana tahapan menuju kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu
 kian panas. Para calon pemilih kepala daerah mendapat hasutan untuk tidak
 memilih pasangan dengan suku dan agama tertentu, hasutan beredar lewat
 selebaran, situs-situs jejaring sosial, forum-forum internet dan pesan berantai
 lewat telepon seluler. Pemilih mendapat hasutan agar tak memilih orang non-
 pribumi, apalagi berasal dari agama dan etnis tertentu, dalam hal ini etnis Jawa
 ditambah lagi karena adanya faktor kebencian terhadap etnis yang sengaja
 ditiupkan oleh pihak-pihak tertentu, (lampung.tribunnews.com, edisi 28 Desember
 2016).
 http://lampung.tribunnews.com/
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 Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa etnis yang memiliki beragam suku etnis
 yang masih sangat kental yakni etnis Jawa dan Lampung, namun dari etnis lainnya
 da seperti Melayu Palembang, Pepadun, Abung Bunga Mayang, Peminggir,
 Melayu Semendo setiap per-kecamatan di kabupaten Pringsewu.Sebagaimana
 yang tertuang dalam tabel 3 berikut:
 Tabel3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis diKabupaten Pringsewu
 Tahun 2015
 No Suku Bangsa Jumlah Persentase (%)
 1 Jawa 103.63 30.69
 2 Sunda 55.85 16.54
 3 Banten 24.814 7.35
 4 Sai Batin 50.061 14.82
 5 Melayu Semendo 27.71 8.20
 6 Melayu Palembang 23.291 6.89
 7 Pepadun 34.971 10.35
 8 Abung Bunga Mayang 9.258 2.74
 9 Lainnya 8.014 2.37
 Jumlah 337.599 100.00 Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2016, (Diolah Peneliti)
 Berdasarkan uraian pada Tabel 3 diketahui bahwa jumlah suku etnis pada tahun
 2015 yaitu337.599, suku dari beragam etnis lainnya jika dilihat kembali etnis
 Jawa mempunyai penduduk dengan angka yang tinggi yakni 103.63etnis bila
 dibandingkan dengan suku etnis lainnya. Sensus penduduk terhadap etnis atau
 suku bangsa adalah etnis Jawa 30.69%, Sunda 16.54%, etnis Peminggir
 14.82%,Papadun 10.35&, Melayu Semendo 8.20%, Banten 7.35%, Melayu
 Palembang 6.89, Abung Bunga Mayang 2.75% dan suku lainnya sebanyak 2.37%.
 Berdasarkan hal tersebut biasanya etnis mayoritas dan etnis asli daerah atau
 pribumi di daerah pemilihan dijadikan target oleh partai politik maupun calon
 kepala daerah sebagai senjata untuk menerapkan politik identitas etnis di mana
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 calon kepala daerah dengan komposisi etnis Lampung-Jawa atau Jawa-Lampung
 sering digunakan dalam menerapkan politik identitas etnis, walaupun terdapat
 komposisi etnis pasangan calon kepala daerah Jawa-Jawa serta Lampung-
 Lampung juga yang masih sangat diperhitungkan dalam pemilihan kepala daerah
 di daerah Lampung.
 Sebagai buktinya dimulai pada tahun 2005 pemilihan kepala daerah Kota Bandar
 Lampung pasangan calon kepala daerah Jawa-Lampung yaitu Eddy Sutrisno yang
 beretnis Jawa dan Kherlani yang berdarah Lampung berhasil terpilih menjadi
 walikota di Kota Bandar Lampung. Sampai pada tingkat provinsi, yaitu pada
 pemilihan gubernur tahun 2008 yang lalu dimenangkan oleh komposisi etnis
 Lampung-Jawa yaitu Sjachroedin ZP yang merupakan putra asli daerah beretnis
 pribumi dan Joko Umar Said yang merupakan etnis Jawa. Pilkada Kabupaten
 Lampung Tengah Tahun 2010 komposisi etnis Jawa-Lampung yaitu, pasangan
 Pairin yang beretnis Jawa dan Mustafa yang beretnis Lampung. Pilkada
 Kabupaten Pesawaran tahun 2010 komposisi etnis Lampung-Jawa, yaitu Aries
 Sandi yang berdarah Lampung dan Musiran yang beretnis Jawa.Berdasarkan
 analisis tentang kombinasi etnis dalam pemilihan kepala daerah tersebut, terlihat
 jelas bahwa peran etnis sampai saat ini masih menjadi salah satu strategi untuk
 meraih suara atau simpati dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya penulis telah
 mengidentifikasi jumlah dan kombinasi etnis kepala daerah dan wakil kapala
 daerah di Provinsi Lampung dan di 15 kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel 4
 berikut:
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 Tabel4. Nama-Nama Pasangan dan Etnis Kepala Daerah Provinsi Lampung
 Tahun 2005 – 2015
 Kab/Kota Tahun
 Pasangan Kepala Daerah
 Kombinasi Etnis Kepala Daerah
 Wakil Kepala
 Daerah
 Provinsi
 Lampung
 2008 Sjachroedin ZP Joko Umar Said Lampung – Jawa
 2014 Ridho Ficardo Bahtiar Basri Jawa – Lampung
 Bandar Lampung
 2005 Edy Sutrisno Kherlani Jawa – Lampung
 2010 Herman HN Thobroni Lampung – Lampung
 2015 Herman HN Yusuf Kohar Lampung – Palembang
 Lampung Selatan
 2005 Zulkifli Anwar Wendi Melfa Lampung – Lampung
 2010 Ryco Menoza Eki Setyanto Lampung–Jawa
 2015 Zainudin Hasan Nanang
 Ermanto
 Lampung – Jawa
 Metro
 2005 Lukman Hakim Djohan Jawa – Lampung
 2010 Lukman Hakim Saleh Chandra Jawa – Lampung
 2015 Pairin Djohan Jawa – Lampung
 Lampung Timur
 2005 H. Satono Noverisman S Jawa – Lampung
 2011 H. Satono Erwin Arifin Jawa –Lampung
 2015 Chusnunia Chalim Zaiful Bokhari Jawa– Lampung
 WayKanan
 2005 Tamanuri Bustami Lampung – Lampung
 2010 Bustami Raden Nasution Lampung – Lampung
 2015 Raden Adipati Edward Antony Lampung – Palembang
 Lampung Barat
 2007 Mukhlis Basri Dimyati Amin Lampung – Jawa
 2012 Mukhlis Basri Makmur Azhari Lampung – Lampung
 Lampung Utara
 2002 Hairi Fasyah Zainal Abidin Lampung – Lampung
 2009 Zainal Abidin Rohimat Hasan Lampung – Lampung
 2014 Agung
 Mangkunegara
 Paryadi Lampung–Lampung
 Tulang Bawang
 2005 Abdurachman
 Sarbini
 Hanan Arozak Lampung – Lampung
 2012 Hanan Arozak Heri Wardoyo Lampung – Lampung
 T.Bawang Barat
 2008 Bahtiar Basri Umar Ahmad Lampung – Lampung
 2011 Umar Ahmad Fauzi Hasan Lampung – Lampung
 Mesuji 2012 Khamamik Ismail Ishak Jawa – Lampung
 Pesawaran
 2010 Aries Sandy Musiran Lampung – Jawa
 2014 Dendi Ramadona Eriawan Lampung – Jawa
 Tanggamus
 2007 Fauzan Sya’i Diza Noviandi Lampung – Lampung
 2012 Bambang
 Kurniawan
 Samsul Hadi Lampung – Jawa
 Lampung Tengah
 2005 Pairin Mustofa Jawa – Lampung
 2010 Mustofa Lukman Joyo S Lampung– Jawa
 Pringsewu 2011 Sujadi Handitia N Jawa – Lampung
 Pesisir Barat 2015 Agus Istiqlal Erlina Lampung – Lampung
 Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2016, (Diolah Peneliti)
 https://id.wikipedia.org/wiki/Chusnunia_Chalim
 https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaiful_Bokhari&action=edit&redlink=1
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 Tabel 5. Jumlah Keseluruhan Kombinasi EtnisKepala DaerahProvinsi
 Lampung Tahun 2005 – 2015
 No Pola Kombinasi Jumlah Presentasi (%)
 1 Lampung – Jawa 7 21.21
 2 Jawa – Lampung 9 27.27
 3 Lampung - Palembang 2 6.06
 4 Lampung – Lampung 15 45.45
 Jumlah 33 100.00 Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2016, (Diolah Peneliti)
 Berdasarkan tabel 4 dan 5 di atas maka dapat diketahui bahwa pemilihan kepala
 daerah yang dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2015 kombinasi etnis suku
 Jawa-Lampung atau Lampung-Jawa masih sangat relevan dimana kepala daerah
 dengan etnis Lampung sebanyak 22 orang atau 70.96%, kepala daerah dengan
 etnis Jawa sebanyak 9 orang atau 29.03%, wakil kepala daerah dengan etnis
 Lampung sebanyak 22 orang atau 70.96% dan wakil kepala daerah dengan etnis
 Jawa sebanyak 9 orang atau 29.03% serta sebanyak 2 orang atau 6.45% memiliki
 etnis lain. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa kepala daerah dan
 wakil kepala daerah didominasi oleh etnis Lampung hal itu dikarenakan kuatnya
 dukungan masyarakat untuk menjadikan putra daerah sebagai kepala daerah dan
 wakil kepala daerah.
 Namun jika melihat Tabel 5, kombinasi etnis keseluruhan pasangan kepala
 daerah di Provinsi Lampung dari tahun 2005 hingga 2015 berjumlah 9 pasangan
 untuk yang etnis Jawa-Lampung atau sebesar 27.27%. Sedangkan etnis Lampung-
 Jawa berjumlah 7 atau sebesar 21.21%, kemudian yang beretnis Lampung-
 Lampung berrjumlah 15 atau sebesar 45.45% dan yang beretnis Lampung-
 Palembang hanya ada 2 pasangan atau sebesar 6.06%.
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 Selain itu etnis Jawa juga masih relatif cukup kuat terbukti ada 9 kepala daerah
 yang beretnis Jawa sebagai kepala daerah dan 9 sebagai wakil kepala daerah, hal
 ini terlihat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu, karena secara
 umum etnis Jawa memiliki suara yang lebih besar dibandingkan dengan etnis
 pribumi selain itu etnis Jawa mempunyai peran besar dalam membentuk sikap,
 persepsi dan orientasi seseorang, sehingga dengan adanya elaborasi antar etnis
 dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka dapat
 mempengaruhi dukungan atau loyalitas seseorang terhadap individu tertentu yang
 ikut didalam pemilihan kepala daerah.
 Elaborasi etnis juga dapat mempengaruhi loyalitas pemilih terhadap pasangan
 calon kepala daerah tertentusecara relatif terdapat kesetiaan etnis yang relatif
 tinggi sehingga pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh etnisitas. Kesetiaan
 etnis di Provinsi Lampung masih tampak kuat dan apabila mengabaikan faktor
 etnis maka dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami perpolitikan yang
 timbul di daerah, hal ini menandakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara
 etnisitas terhadap perilaku politik seseorang. Perilaku politik tidaklah merupakan
 sesuatu yang berdiri sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan aspek-aspek
 lain yang diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan agama.
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu, yang merupakan salah satu
 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan melaksanakan pemilihan kepala
 daerah tahun 2017, pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi
 penelitian dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain berdasarkan hasil
 observasi pra penelitan yang lakukanpeneliti,diketahui bahwa etnis mayoritas
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 Kabupaten Pringsewu didominasi oleh etnis Jawa bukan etnis pribumi yaitu
 Lampung dimana etnis Lampung di Kabupaten Pringsewu merupakan etnis
 minoritas, pemilih di Kabupaten Pringsewu dalam menentukan pilihannya bukan
 berdasarkan rasionalitas tetapi masih menggunakan pertimbangan kesukuan,
 kebudayaan dan keagamaan atau menjadi pemilih tradisional, efesiensi waktu dan
 biaya serta hasil penelitian dapat langsung di aplikasikan.
 Etnik di Kabupaten Pringsewu sekarang ini tidak hanya berasal dari etnis
 Lampung dan etnis Jawa saja tetapi masih banyak terdapat suku atau etnis lainnya
 yang menempati wilayah Kabupaten Pringsewu. Keinginan Sujadi untuk
 menggandeng HandityaNarapati dari etnis Lampung sebagai pasangan calon
 wakil bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2011tentu bukan tanpa alasan
 dimana Sujadi juga ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari etnis
 pribumi (Lampung) walaupun di Kabupaten Pringsewu mayoritas etnis Jawahal
 ini menjadi salah satu strategi politik yang dilakukan oleh Sujadi untuk
 mendapatkan dukungan atau suara dari masyarakat dengan berbagai etnis di
 Kabupaten Pringsewu khususnya, (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6
 Desember 2016).
 Bagi pasangan incumbent (petahana) yaitu Sujadi isu strategis yang paling banyak
 dikembangkanadalah keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan di daerah
 baik menyangkut pembangunan fisik maupun nonfisik. Keberhasilan dalam
 membangun pasar, menata kota, membangun jalur transportasi, membangun
 gedung-gedung yang meskipun tidak bernilai ekonomis dan beragam bentuk
 keberhasilan pembangunan fisik sering diklaim sebagai bagian dari keberhasilan
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 kandidat petahana. Sementara itu isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang
 pembangunan non fisik adalah perbaikan layanan administrasi kependudukan,
 pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi isu yang paling banyak dijadikan
 jualan tim kampanye kandidat bupati petahana.
 Sebagai kandidat petahana, Sujadibanyak mengkampanyekan keberhasilannya
 dalam menjaga keamanan, pelayanan dan kesejahteraan, menurut para informan
 yang diwawancarai menyebutkan bahwa hampir disemua tempat pelaksanaan
 kampanye dan pada materi publikasi isu keamanan, pelayanan dan kesejahteraan
 sangat ditonjolkan pasangan ini. Selain klaim keberhasilan pembangunan ekonomi
 dan pendidikan. Isu ini memang cukup mengena, karena masyarakat Kabupaten
 Pringsewu kebanyakan sudah menyadari bahwa keamanan, pelayanan dan
 kesejahteraan memang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga faktor penting
 yang harus dijaga untuk terus melaksanakan pembangunan Kabupaten Pringsewu
 adalah faktor keamanan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
 Bagi kandidat lain, isu keamanan, pelayanan dan kesejahteraanmasyarakat ini
 dianggap sebagai klaim sepihak mereka menganggap bahwa terciptanya
 keamanan, pelayanan dan kesejahteraanmasyarakatdi Kabupaten Pringsewu bukan
 andil dari kandidat petahana semata tetapi peranbesar pemerintah pusat di
 Kabupaten Pringsewu. Dalam hal keterlibatan simbol-simbol etnis dan keagamaan
 tampaknya tidak terlalu signifikan dalam meraup perolehan suara calon bupati dan
 wakil bupatinamun dalam hal paket calon yang diajukan masih sangat
 berpengaruh, ini terkait dengan proporsi jumlah suku dan penganut agama di
 Kabupaten Pringsewu. Keterlibatan tokoh-tokoh kharismatik di Kabupaten
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 Pringsewu misalnya tidak melibatkan simbol-simbolnya secara langsung tetapi
 mereka terlibat secara personal. Tokoh adat dan tokoh agama dari organisasi
 Nahthatul Ulama misalnya yang secara terang-terangan mendukung pasangan
 Sujadi Saddat–Fauzi walaupun mereka tidak membawa serta simbol-simbol
 organisasi NU dalam kampanye. Beberapa tokoh lainnya mendukung pasangan
 lain sehingga dukungan juga terpecah peneliti melihat kampanye pemilukada
 sebagai ajang bagi bersatunya dua komunitas yang dulunya berkonflik berkat
 keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam satu tim kampanye. Jelas di sini bahwa
 patronase politik tokoh mendapatkan penegasannya, tetapi karena cairnya bentuk
 dukungan tokoh dari kelompok besar organisasi keagamaan menyebabkan calon
 pemilih juga memilih berdasarkan tokoh yang disegani.
 Permainan simbol-simbol etnis dan agama itu tidak lepas dari harapan
 memperoleh dukungan pada basis masa yang spesifik. Konstruksi simbol-simbol
 tersebut dengan sengaja dihadirkan tim kampanye untuk menggugah para calon
 pemilih dengan bentuk proximitas dan kebanggaan etnis ini tentu saja tidak lepas
 dari masih kuatnya bentuk politik patronase dan karakter komunalisme pada
 masyarakat pedesaan di Pringsewu. Bentuk lain yang dapat ditemukan dalam
 penelitian ini adalah penggunaan simbol-simbol yang menunjukkan identitas
 primordial, penggunaan pakaian adat misalnya memberikan ciri khusus yang
 dapat diidentifikasi sebagai bagian dari komunitas tertentu. Penggunaan pakaian
 adat sebagai simbol identitas etnik seseorang dalam pilkada menunjukkan adanya
 upaya untuk menggiring komunitas pada pilihan seragam dengan upaya
 menonjolkan simbol-simbol bersama, (Hasil Penelitian Tanggal 6 Desember
 2016).
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 Para kandidat berusaha menunjukkan identitas tersebut jika berada pada
 komunitas etniknya, kandidat calon bupatiSujadi misalnya mengenakan blangkon
 sebagai simbol lelaki Jawa. Demikian halnya dengan kandidat bupati Ardian
 Saputra yang senantiasa mengenakan pakaian adat Lampung untuk mempertegas
 identitasnya sebagai orang asli Lampung sebagaimana ia kampanyekan yaitu
 untuk memilih putra daerah.Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu
 tahun 2017 tidak dapat dipungkiri bahwa poliitk etnis menjadi salah satu kekuatan
 yang cukup efektif dan diperhitungkan sebagai basis kekuatan partai politik
 maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengumpulkan
 dukungan masyarakat Lampung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
 (Pemilukada). Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu
 Nomor:32/Kpts/KPU-Kab 008.680701/2016 tentang penetapan pasangan calon
 peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017. Penetetapan
 calon tersebut diurutkan berdasarkan waktu penyerahan bersyarat pencalonan dan
 syarat calon yakni, Ardian Saputra. dan Dewi Sarimbi diusung oleh dari gabungan
 partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan
 Pembangunan (PPP).
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sujadi Saddat dan Fauzi yang diusung
 oleh Gabungan partai politik Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera
 (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar. Kemudian Siti
 Rakhma dan Edi Agus Yanto yang diusung oleh gabungan Partai Nasional
 Demokrat (Nasdem) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ditetapkan di Pringsewu
 tanggal 24 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
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 Pringsewu Andreas Andoyo, (KPUD Kabupaten Pringsewu Tahun 2016). Untuk
 lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel di bawah ini:
 Tabel 6. Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Partai Pengusung
 Tahun 2017
 No Nama Pasangan Calon Kombinasi Etnis
 1 Ardian Saputra - Dewi Arimbi Lampung– Jawa
 2 Sujadi Saddat – Fauzi Jawa – Lampung
 3 Siti Rahma – Edi Agus Yanto Lampung–Lampung
 Sumber : KPUD Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.(Diolah Peneliti)
 Berdasarkan Tabel 6 di atas secara nyata bahwa adanya elaborasi etnisitas yang
 menjadi salah satu unsur penting dalam kontestasiPemilihan Kepala Daerah di
 Kabupaten Pringsewu. Seperti halnya di Provinsi Lampung yang akan
 melaksanakan pilkada serentak tahun 2017 di lima kabupaten, yaitu Kabupaten
 Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan
 Kabupaten Mesuji.
 Pemanfaatan etnisitas calon kepala daerah apabila berhasil dalam penggunaan
 strategi etnis maka strategi politik akan berjalan efektif begitu juga sebaliknya
 apabila strategi etnis salah dalam mengambil strategi maka akan berdampak pada
 menurunnya cintra politik calon kepala daerah, politik etnis juga akan berdampak
 pada kualitas calon kepala daerah masing-masing dan cara kerja calon kepala
 daerah tersebut dalam menarik hati dan simpati masyarakat. Identitas etnik dalam
 kehidupan sehari-hari kerap ada karena etnis Jawa dan etnis Lampung mampu
 bekerjasama dalam lingkungan, baik disekolah maupun rumah (tetangga) namun
 dalam ranah politik, politik etnik justru dimunculkan kembali dan sangat
 dibutuhkan, bahkan sering menjadi senjata politik yang cukup diperhitungkan
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 terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan nuansa yang masih bersifat
 etnis.Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk yang ada di daerah
 tersebutdengan demikian harapan setiap kandidat untuk memenangkan pemilihan
 kepala daerah lebih besar dengan memanfaatkan etnisitas yang ada seperti halnya
 calon kepala daerah petahana Sujadi yang cenderung lebih memilih wakilnya dari
 etnis pribumi yaitu etnis Lampung.
 Adanya bentuk etnisitas dalam pilkada pringsewu, memunculkan adanya
 keberagaman atau pluralitas etnis masyarakat setempat tentang paradigma
 masyarakat terhadap kandidat calon kepala daerah, hal ini tentu menjadi sebuah
 kebutuhan untuk menentukan pemimpin yang akan datang, khususnya bagi
 masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sebagaimana persepsi yang di
 ketahui bahwa cara pandang atau paradigma untuk menetukan sikap pada pilihan
 dalam pilkadaartinya masyarakat memiliki cara pandang atau sikap yang berbeda-
 beda dalam memilih pemimpin.Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk
 meneliti lebih lanjut tentang sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas
 etnis calon pada pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017.
 Berdasarkan uraian tersebut, untuk menambah referensi dalam penelitian ini
 penulis menambahkan penelitian terdahulu berupa Skripsi atau jurnal, untuk lebih
 jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:
 1. Dedi Firmansyah (2010) judul “Peran Politik Etnis Dalam Pilkada (Studi Atas
 Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”
 Penelitian iniadalah, tentang para kandidat atau elit lebih cenderung memilih
 pasangannya berdasarkan representasi yang ada di Bengkulu, yaitu seperti etnis
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 Serawai-Jawa, Rejang-Jawa, dan Serawai-Melayu dalam pemilihan kepala
 daerah. Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah etnisitas pasangan
 calon kepala daerah berdasarkan etnik Lampung-Jawa atau Jawa-Lampung
 sering diusung oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah
 di Lampung dan juga untuk mengetahui simbol-simbol etnik yang
 dimunculkan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun
 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Islam dan
 etnisitas dalam perspektif politik Melayu. Dalam penelitian ini teori yang
 digunakan adalah teori etnis dan etnisitas. Metode penelitian yang digunakan
 dalam penelitian iniadalah menggunakan penelitian field research atau
 penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang dioperoleh dari kegiatan
 lapangan. Teknik pengumpulan data ini adalah berupa studi lapangan dan studi
 kepustakaan. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode
 penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa
 wawancara, dokumentasi, dan penelitian pustaka.
 2. Frensi Riastuti (2009) judul “Simbol-Simbol Etnik Dalam Pemilihan Kepala
 Daerah Lampung (Studi Pada Suksesi Pemilihan Kepala Daerah Lampung)”.
 Pertamapenelitian ini membahas tentang penggunaan simbol-simbol etnik
 dalam pemilihan kepala daerah Lampung periode 2009-2014. Selain itu juga
 penelitian ini membahas tentang keterwakilan etnik khususnya etnik Jawa dan
 Lampung. Isu koalisi etnik ini didasarkan pada isu putra daerah serta jumlah
 etnik Jawa yang lebih dominan dibandingkan dengan etnik Lampung sehingga
 koalisi diantara dua etnik diprediksi akan sangat mempengaruhi jumlah suara
 dalam pilkada. Sedangkan penelitian ini, masalah yang diteliti adalah etnisitas
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 pasangan calon kepala daerah berdasarkan etnik Lampung-Jawa atau Jawa-
 Lampung sering diusung oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan
 kepala daerah di Lampung dan juga untuk mengetahui simbol-simbol etnik
 yangdimunculkan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Lampung
 tahun 2014. Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian iniadalah teori
 antropologi simbolik yang dengan pendekatan teori primordial, teori
 situasional dan teori relasional, serta pendekatan interaksionalisme simbolik.
 Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori etnis dan etnisitas.
 Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah
 menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data ini adalah berupa
 wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka. Berbeda dengan penelitian ini
 yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik
 pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan penelitian pustaka.
 3. Fikri Adrian, (2012)judul “Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala
 Daerah(Studi Pemilihan Gubernur DKI JakartaTahun 2012)”
 Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan analisis melalui buku dan
 literatur lainnya.Studi ini menggambarkanpartisipasi etnis dan preferensi
 pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Identitas yang dikonstruksi
 oleh elite sangat jelas bertujuan untuk menjaga dan mengamankan kehormatan
 etnik, dalam hal ini etnik dijadikan sebagai sumber identitas masyarakat,
 khususnya pada etnis Jawa, Betawi dan Tionghoa. Studi ini memberikan
 pemahaman tentang perilaku elite yang mengatasnamakan etnis untuk
 mendapatkan kembali identitas yang dianggap terkubur. Etnisitas kenyataannya
 digunakan untuk kepentingan politik dan etnik,karena keduanya merupakan
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 legitimasi untuk memperoleh identitas. Inti dari persepektif tersebut
 menyebutkan bahwa identitas etnis adalah sesuatu yang muncul tidak secara
 alamiah,karena keberadaannya merupakan sumber politik sekaligus sebagai
 instrumen artikulasi politik demi kepentingan individu dan kelompoknya.
 Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-
 kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan
 identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau
 keagamaan. Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa para elit politikdan calon
 kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu,
 untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Seperti kita lihat dalam
 realitas politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Masalah
 identitas selalu muncul dalam setiap Pilkada. Dengan identitas tertentu, calon
 kandidat bisa melakukan posisi tawar, ini menunjukkan faktor etnis dan agama
 cukup signifikan untuk mendapatkan dukungandan mempengaruhipilihan
 masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.Perbedaan
 penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan ada fokus penelitian
 di mana penelitian terdahulu memfokuskan kepada tiga etnis yaitu Jawa,
 Betawi dan Tionghoa sedangkan kesamaan penelitian ini adalah sama-sama
 melakukan penelitian tentang politik identitas etnis untuk memenangkan
 pemilihan kepala daerah.
 4. Nyarwi Ahmad, (2008) judul “Politik Identitas dan Etnisitas” Jurnal Lingkaran
 Survei Indonesia
 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, dalam
 penelitian terdahulu adalah membahas tentang posisi etnis yang terjadi di
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 Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung. Dalam Pilkada
 Kalimantan Barat, faktor etnis tampak memainkan peran penting. Pemilih
 cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama, peran ini
 berkurang dalam pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan dan Bangka
 Belitung di dua provinsi ini, sentimen etnis pemilih relatif kecil. Sedangkan
 dalam penelitian ini masalah masalah yang diteliti adalah etnisitas pasangan
 calon kepala daerah berdasarkan etnik Lampung-Jawa atau Jawa-Lampung
 sering diusung oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah
 di Lampung dan juga untuk mengetahui simbol-simbol etnik yang
 dimunculkan oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017.
 Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan
 teori politik etnisitas dari Posner dkk. Sedangkan teori dalam penelitian ini
 adalah teori etnis dan etnisitas. Ketiga metode yang digunakan dalam
 penelitian terdahuluadalah dengan menggunakan metode penarikan sampel
 dengan menggunakan data survey oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
 Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
 kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan
 penelitian pustaka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada
 beberapa masyarakat mengenai peranan partai politik terdapat beberapa
 pendapat yang berbeda-beda mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap
 peranan partai politik,tingkat kepuasan tersebut meliputi keberhasilan partai
 politik dalam menjalankan fungsinya di masyarakat.
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 5. Muhtar Haboddin, (2012) judul “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”
 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, di dalam
 penelitian terdahulu membahas masalah politik identitas dan etnisitas yang
 terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya. Pasca
 pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999, gerakan politik identitas semakin
 jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara
 sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing di Provinsi Riau, Kalimantan
 Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya yang secara nyata menunjukkan
 betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan
 dengan entitas politik lain. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas
 etnisitas pasangan calon kepala daerah berdasarkan etnik Lampung-Jawa atau
 Jawa-Lampung sering diusung oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan
 kepala daerah di Lampung dan juga untuk mengetahui simbol-simbol etnik
 yang dimunculkan oleh pasangan calon dalam pemilihan kepalam daerah tahun
 2017. Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori
 politik perbedaan, adalah politik identitas memberikan garis yang tegas siapa
 yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Sedangkan dalam penelitian
 ini teori yang digunakan adalah teori etnis dan etnisitas karangan John
 Ishiyama dan Marijke Breuning. Ketiga, metode penelitian yang digunakan
 dalam penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan metode studi pustaka.
 Sedangkan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
 penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik, pengumpulan data berupa
 wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka.
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 Berdasarakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
 tentang sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas etnis calon
 padapemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu tahun 2017.
 B. Rumusan Masalah
 Berdasarakan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
 penelitian ini adalah bagaimanakah sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap
 pluralitas etnis calon pada pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017?
 C. Tujuan Penelitian
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap
 pluralitas etnis calon pada pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017?
 D. Manfaat Penelitian
 1. Manfaat Teoritis
 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan
 sumbangan ilmiah dalam perkembangan teori politik maupun teori sosial,
 khususnya tentang sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas etnis
 calon pada pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017.
 2. Manfaat Praktis
 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui
 sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas etnis calon pada pilkada
 Kabupaten Pringsewu tahun 2017.
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 II. TINJAUAN PUSTAKA
 A. Tinjauan Tentang Sikap
 1. Definisi Sikap
 Sikap merupakan suatu afek, baik itu bersifat positif maupun negatif dalam
 hubungannya dengan objek-objek psikologis. Sikap dalam seseorang dapat
 menentukan kekhasan prilaku sesorang dan merupakan suatu keadaan yang
 memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Beberapa ahli
 mengemukakan definisi atau pengertian sikap, salah satu nya GW Allport dalam
 Widyastuti (2004: 57), memberikan pengertian sikap yaitu :
 “Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui
 pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap
 respons individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya,
 sikap terutama digambarkan sebagai kesiapan untuk menanggapi dengan
 cara tertentu menekankan implikasi perilakunya.”
 Mengenai pengertian sikap seperti halnya dengan pengertian lain, terdapat
 beberapa ahli yang memiliki batasan lain bila dibandingkan dengan batasan
 ahli lainnya. Berdasarkan batasan tersebut dapat dikemukakan bahwa
 Thurstone dalam Widyastuti (2014:57), memandang sikap sebagai suatu
 tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif. Afeksi yang positif,
 yaitu afeksi senang, sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak
 menyenangkan.
 Objek dapat menimbulkan berbagai-bagai macam sikap dan dapat
 menimbulkan berbagai-bagai macam tingkatan afeksi dalam seseorang.
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 Thurstone melihat sikap hanya sebagai tingkatan afeksi saja, belum
 mengaitkan sikap dan perilaku. Secara eksplisit melihat sikap hanya
 mengandung komponen afeksi saja. Sedangkan Gerungan dalam Walgito
 (2003:127) memberikan pengertian sikap (attitude) merupakan sikap
 pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan
 bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi. Jadi attitude itu lebih tepat
 diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap sesuatu hal.
 Batasan ini juga dapat dikemukakan bahwa sikap mengandung komponen
 kognitif, komponen afektif, dan juga komponen konatif, yaitu merupakan
 kesediaan untuk bertindak atau berperilaku.
 1. Ciri-ciri Sikap
 Sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat
 mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Walaupun demikian
 sikap mempunyai segi-segi perbedaan dengan pendorong-pendorong
 lain yang ada dalam diri manusia itu. Oleh karena itu untuk
 membedakan sikap dengan pendorong-pendorong lain, berikut adalah
 cirri-ciri sikap ;
 a. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir
 Sikap mempunyai kecenderungan stabil, sekalipun sikap itu dapat
 mengalami perubahan. Sikap itu dibentuk ataupun dipelajari dalam
 hubungannya dengaobjek-objek tertentu. Dengan begitu maka
 pentingnya factor pengalaman dalam rangka pembentukan sikap.
 Karena sikap tidak dibawa sejak lahir, maka sikap sebagai daya
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 dorong akan berbeda dengan motif biologis yang juga sebagai daya
 dorong, karena yang akhir ini telah ada sejak individu dilahirkan
 sekalipun motif tersebut dalam manifestasinya mengalami
 perubahan-perubahan.
 b. Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap
 Sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan
 objek-objek tertentu, yaitu melalui proses perepsi terhadap objek
 tersebut. Hubungan yang positif atau negatif antara individu dengan
 objek tertentu, akan menimbulkan sikap tertentu pula dari individu
 terhadap objek tertentu.
 c. Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju
 pada sekumpulan objek-objek
 Bila seseorang mempunyai sikap yang negatif pada seseorang, orang
 tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap
 yang negatif pula kepada kelompok di mana seseorang tersebut
 tergabung didalamnya. Di sini terlihat adanya kecenderungan untuk
 menggeneralisasikan objek sikap.
 d. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar
 Sikap telah terbentuk dan telah merupakan nilai dalam kehidupan
 seseorang, secara relatif sikap itu akan lama bertahan pada diri orang
 yang bersangkutan. Sikap tersebut akan sulit berubah, dan kalaupun
 dapat berubah akan memakan waktu yang relatif lama. Tetapi
 sebaliknya bila sikap itu belum begitu mendalam ada dalam diri
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 seseorang, maka sikap tersebut secara relative tidak bertahan lama,
 dan sikap tersebut akan mudah berubah.
 e. Sikap itu mengandung faktor perasaan motivasi
 Sikap terhadap suatu objek tertentu akan selalu diikuti oleh perasaan
 tertentu yang bersifat positif (yang menyenangkan) tetapi juga dapat
 bersifat negative (tidak menyenangkan) terhadap objek tersebut.
 Disamping itu sikap juga mengandung motivasi, ini berarti bahwa
 sikap itu mempunyai daya dorong bagi individu yang berperilaku
 secara tertentu terhadap objek yang dihadapinya.
 2. Fungsi Sikap
 Berdasarkan ciri-ciri sikap yang dikemukakan dalam buku Psikologi
 Sosial oleh Bimo Walgito, sikap memiliki beberapa fungsi untuk
 seseorang. Menurut Katz dalam Walgito (2003) sikap memiliki 4
 fungsi, antara lain ;
 a. Fungsi Instrumental, atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat
 Fungsi ini adalah berkaitan dengan srana-tujuan. Disini sikap
 merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang
 sampai sejauh mana sikap dapat digunakan sebagai sarana atau
 sebagai alat dalam rangka pencapaian tujuan.
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 b. Fungsi pertahanan ego
 Fungsi ini merupakan sikap yang diambil seseorang demi
 mempertahankan egonya pada saat orang yang bersangkutan
 terancam keadaannya.
 c. Fungsi ekspresi nilai
 Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapat kepuasan
 dan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan mengambil sikap
 tertentu pada nilai tertentu, ini menggambarkan keadaan sistem nilai
 yang ada pada diri individu.
 d. Fungsi pengetahuan
 Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti, dengan
 pengalaman-pengalamannya, untuk memperoleh pengetahuan.
 Dengan begitu seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu
 objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut terhadap
 objek sikap yang bersangkutan.
 3. Struktur Sikap
 Menurut Bimo Walgito (2003:127), sikap yang ada di dalam diri
 seseorang mengandung tiga komponen yang dapat membentuk struktur
 sikap seseorang. Ketiga komponen itu yaitu komponen kognitif,
 komponen afektif, dan komponen konatif. Berikut penjelasan ketiga
 komponen pembentuk struktur sikap seseorang;
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 a. Komponen Kognitif
 Komponen kognitif (komponen perceptual), yaitu komponen yang
 berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal
 yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap
 objek sikap.
 b. Komponen Afektif
 Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang
 berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek
 sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak
 senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan
 arah sikap, yaitu positif atau negatif.
 c. Komponen Konatif
 Komponen konatif (komponen perilaku atau action component),
 yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak
 terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap,
 yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau
 berperilaku seseorang terhadap objek .
 Sikap yang ada didalam diri seseorang terbentuk karena adanya
 komponen. Menurut Widyastuti (2014:59) komponen sikap terdiri atas
 tiga komponen, yaitu ;
 a. Komponen kognitif dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan
 seseorang mengenai objek tersebut bersifat “evaluative” yang
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 melibatkan diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai,
 diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap objek.
 b. Komponen perasaan dalam suatu sikap berkenan dengan emosi yang
 berkaitan dengan objek tersebut. Objek tersebut dirasakan sebagai
 hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau
 tidak disukai. Beban emosional inilah yang memberikan watak
 tertentu terhadap sikap yaitu watak, tergerak, dan termotivasi.
 c. Komponen kecenderungan tindakan dalam suatu sikap mencakup
 semua kesiapan perilaku yang berkaitan dengan sikap. Jika seorang
 individu bersifat positif terhadap objek tertentu, maka ia akan
 cenderung membantu atau memuji/mendukung objek tersebut. Jika
 ia bersifat negatif maka ia akan cenderung untuk mengganggu,
 mengukung atau merusak objek tersebut.
 Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu
 komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Menurut
 Azwar (2016:24) komponen kognitif merupakan representasi apa yang
 di percayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif merupakan
 perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif
 merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan
 sikap yang dimiliki seseorang.
 Berdasarkan uraian mengenai komponen sikap menurut beberapa ahli
 di atas dapat disimpulkan bahwa sikap terdiri dari tiga komponen yaitu
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 komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif.
 Komponen kognitif berkaitan dengan persepsi, kepercayaan, pandangan
 atau pengetahuan yang dimiliki individu mengenai suatu objek.
 Komponen afektif berkaitan dengan masalah perasaan suka atau tidak
 suka individu terhadap objek yang dilihat atau dipandang yang mana
 objek tersebut menyangkut masalah emosional individu. Komponen
 konatif berkaitan kecenderungan tindakan dalam suatu sikap terhadap
 objek dengan cara-cara tertentu.
 4. Perubahan dan Pengubahan Sikap
 Dalam pembentukan sikap faktor individu dapat ikut serta dalam
 menentukan terbentuknya sikap seseorang. Amadi (1999:178) Secara
 garis besar pembentukan sikap atau perubahan sikap dapat ditentukan
 oleh dua faktor utama, yaitu faktor individu itu sendiri atau faktor
 dalam, dan yang kedua faktor dari luar atau faktor ekstern. Berikut
 adalah penjelasan kedua faktor dalam perubahan dan pengubahan sikap
 seseorang :
 a. Faktor individu atau faktor dalam (intern)
 Seseorang menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, ini berarti
 bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya begitu saja
 diterima, tetapi individu mengadakan seleksi mana yang akan
 diterima, dan mana yang akan ditolak.
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 b. Faktor luar (ekstern)
 Yang dimaksud dengan faktor luar (ekstern) adalah hal-hal atau
 keadaan yang ada diluar diri individu yang merupakan stimulus
 untuk membentuk atau mengubah sikap. Dalam hal ini dapat terjadi
 secara langsung hubungan antar individu maupun kelompik dengan
 menggunakan alat komunikasi seperti media massa baik itu bersifat
 elektronik maupun non elektronik.
 5. Indikator Sikap
 Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh masyarakat agar
 kebijakan tersebut menjadi efektif, Robert Dahl dalam Rahman (2002:
 53) mengungkapkan tiga bentuk Sikap masyarakat terhadap suatu
 kebijakan atau suatu objek politik, yaitu :
 a. Mendukung
 Komponen ini menjelaskan sebab-sebab mengapa setiap anggota
 masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan
 atau mengapa masyarakat mendukung suatu kebijakan dapat berjalan
 efektif meliputi :
 1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau keputusan-
 keputusan badan pemerintah
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 Sejak lahir manusia telah dididik untuk patuh dan memberikan
 respek kepada otoritas orang tua, pengetahuan, kedudukan,
 undang-undang atau hukum, pejabat-pejabat pemerintah dan
 sebagainya, terutama bila hal ini dianggap beralasan atau masuk
 akal. Konsekuensinya kita telah terdidik untuk secara moral
 bahwa mematuhi undang-undang atau hukum itu sebagai hal yang
 benar atau tepat.
 2. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,
 konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang
 berwenang serta dibuat melalui prosedur yang benar
 Bila suatu kebijakan itu dibuat berdasarkan ketentuan tersebut di
 atas, maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri
 untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut.
 3. Adanya kepentingan pribadi
 Seseorang atau sekelompok orang memperoleh keuntungan yang
 langsung dengan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan,
 karena kebijakan itu sesuai dengan kepentingan pribadinya.
 b. Tidak peduli
 Pada komponen ini menjelaskan beberapa alasan mengapa orang
 bersikap tidak peduli terhadap politik atau kebijakan meliputi :
 1. Orang merasa tidak melihat perbedaan yang tegas antara keadaan
 sebelumnya
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 2. Seseorang cenderung kurang peduli terhadap suatu kebijakan jika
 ia merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan,
 karena ia tidak dapat mengubah hasilnya dengan jelas
 3. Jika pengetahuan seseorang tentang kebijakan terlalu terbatas
 c. Menolak
 Komponen menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan
 mengapa orang tidak mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan
 atau mengapa masyarakat menolak suatu kebijakan yang dapat
 menghambatan jalannya suatu kebijakan meliputi :
 1. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat
 Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara tajam dengan
 sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-
 kelompok tertentu, maka kebijakan tersebut tidak akan
 dilaksanakan atau dipatuhi.
 2. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok
 Seseorang bisa patuh atau tidak patuh pada peraturan perundang-
 undangan atau kebijakan karena keterlibatannya dalam
 keanggotaan atau suatu perkumpulan yang kadang-kadang
 mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan yang tidak sesuai atau
 bertentangan dengan hukum atau keinginan pemerintah.
 Akibatnya akan cenderung tidak patuh atau melawan peraturan
 kebijakan.
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 3. Adanya ketidakpedulian hukum
 Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan ukuran kebijakan
 yang saling bertentangan satu sama lain dan sebagainya dapat
 menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau
 kebijakan.
 Berdasarkan pemaparan di atas bahwa indikator sikap yang
 digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa indikator mendukung
 yang merupakan factor-faktor mengapa masyarakat perlu
 mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan atau mengapa
 masyarakat mendukung suatu kebijakan dapat berjalan efektif, dan
 sesuai keinginan masyarakat maupun pemerintah. Indikator menolak
 yang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa
 masyarakat tidak mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan
 atau mengapa masyarakat menolak suatu kebijakan yang dapat
 menghambatan jalannya suatu kebijakan. Indikator tidak peduli
 alasan mengapa masyarakat bersikap tidak peduli terhadap politik
 atau kebijakan.
 B. Tinjauan Tentang Pluralitas
 Pluralitas berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak),
 sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralitas adalah suatu paham atau teori yang
 menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi. Pluralitas merupakan
 realitas sosiologi yang mana dalam kenyataannya masyarakat memang plural.
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 Plural pada intinya menunjukkan lebih dari satu dan isme adalah sesuatu yang
 berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian pluralisme adalah
 paham atau sikap terhadap keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal
 diantaranya sosial, budaya, politik dan agama.
 Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah
 terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan bangsa. Kemajemukan
 ini diapresiasi sebagai sunnatullah. Masyarakat majemuk ini tentu saja memiliki
 budaya dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan
 yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial
 dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi
 dalam kehidupan sosial dan politik. Namun kadang-kadang perbedaan-perbedaan
 ini menimbulkan konflik di antara mereka. Maka sebagai upaya untuk mengatasi
 permasalahan ini dimunculkan konsep atau paham kemajemukan (pluralisme).
 Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut, diperlukan adanya
 toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah
 mengakui adanya kemajemukan sosial, namun kenyataannya, permasalahan
 toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat.
 Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya, Indonesia termasuk salah
 satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para
 founding fathers kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan
 semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928
 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang
 sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah
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 Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan
 kebangsaan Indonesia melahirkan sebuah masyarakat majemuk yang terbuka,
 multikultural dan demokratis.
 Berbagai opsi dalam masyarakat mengenai pluralisme keagamaan: Pertama
 adalah sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup
 berdampingan secara damai yang diperlukan adalah sikap tidak saling
 mengganggu. Kedua adalah mengembangkan kerjasama sosial-keagamaan
 melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik memperlihatkan dan fungsional
 mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Ketiga adalah
 mencari dan mengembangkan dan merumuskan titik-titik temu agama-agama
 untuk menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia. Opsi
 pertama adalah sekedar tahap awal dan kondisi minimal untuk membangun
 kebersamaan masyarakat. Opsi ketiga merupakan landasan “teologis” bagi
 masing-masing umat untuk membangun sebuah masyarakat dimana semua orang
 dapat hidup bersama dalam semangat persamaan dan kesatuan umat manusia.
 Opsi kedua merupakan perwujudan nyata dari kebersamaan itu. Berbicara
 mengenai pemikiran keagamaan dan pluralisme di Indonesia tidak bisa lepas dari
 dua tokoh besar yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, mereka
 berdua adalah para pemikir keagamaan yang Pluralisme itu sendiri lahir dari
 kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan untuk kemudian mengolahnya
 sebagai unsur kreatif masyarakat kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung
 dan merangkum kemajemukan.
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 Dalam persepektif masyarakat yang multietnik perlu disadari bahwa masing-
 masing etnik tentu memiliki identitas budayanya sendiri. Dan kehadiran berbagai
 agama yang menjadi anutan masyarakat kita telah memperkaya kemajemukan
 bangsa Indonesia. Kehadiran agama-agama itu tentu saja masuk dalam budaya
 bangsa Indonesia karena itu pluralisme dengan sendirinya identik muradif atau
 sinonim dengan multikulturisme. Semboyan Bhineka Tunggal Ika terpatri dalam
 semboyan negara kita, Garuda Pancasila menegaskan bahwa bangsa kita
 menganut prinsip pluralitas. Dan pluralitas yang perlu kita kembangkan adalah
 pluralitas yang terwujud dalam sikap pluralistik, yakni sikap yang bersedia
 menerima perbedaan, bukan hanya sebagai realitas objektif, tetapi juga sebagai
 potensi dinamik yang memberikan kemungkinan-kemungkinan dan harapan akan
 kemajuan dimasa depan. Sebuah pluralisme yang menyemangati sistem pergaulan
 sosial yang memungkinkan setiap unsur kultural masyarakat saling berinteraksi
 secara alamiah dalam proses yang saling memperkaya dan diharapkan.
 Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pluralitas etnis adalah perilaku dan sifat
 sesorang yang mempunyai pemikiran positive dengan gambaran semacam dapat
 dikatakan bahwa pluralitas etnis bukanlah kenyataan yang mengaharuskan orang
 untuk saling menjatuhkan dan saling merendahkan atau mencampuradukan antara
 agama, suku dan budaya yang satu dengan yang lain, tetapi justru menempatkan
 pada posisi saling menghormati, saling mengakui dan berkerjasama.
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 C. Tinjauan Tentang Etnis dan Etnisitas
 Etnis berasal dari bahasa Yunani, ethnos yang diterjemahkan sebagai bangsa
 (nation) atau suatu komonitas manusia yang memiliki bahasa atau kebudayaan
 yang sama pada esensinya kelompok etnis itu didasarkan pada keyakinan subjektif
 tentang suatu komunitas bersama (Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 361).
 Identitas etnis adalah kategori sosial dimana “eligibilitas” keanggotaannya
 ditentukan oleh garis keturunan (Chandra dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning,
 2013: 363).
 Etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa keanggotaan suatu
 kelompok etnis sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali, tergantung
 pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok. Sejak itu banyak ahli ilmu
 sosial yang mencatat fleksibilitas batas-batas kelompok etnis. Joan Vincent 1974
 (dalam Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013:362) juga mencatat bahwa batas-
 batas etnis sering bersifat cair dan bergerak mirip air raksa (Barth dalam Ishiyama
 dan Marijeke Breuning, 2013: 361). Etnisitas dapat dipersempit atau diperluas
 batas-batasnya sesuai dengan kebutuhan spesifik mobilisasi politik. Itulah
 sebabnya mengapa keturunan kadang-kadang menjadi penanda (marker) etnisitas
 dan kadang-kadang tidak, tergantung pada situasi politik (Ronald Cohen dalam
 Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 362).
 Identitas etnis tidaklah bersifat imajinasi belaka dan sepenuhnya cair, namun ada
 karakter-karakter objektif yang membatasi identitas (Greenfeld dalam Ishiyama
 dan Marijeke Breuning, 2013: 362). Perbandingan politik modern menggunakan
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 etnisitas sebagai konsep yang mencakup atribut-atribut, merujuk kepada konsep
 etnisitas sebagai istilah yang memiliki pengertian luas yang mencakup berbagai
 kelompok yang dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa, agama; yang meliputi
 suku, ras, nasionalitas dan kasta (Horowitz dalam Ishiyama dan Marijeke
 Breuning, 2013: 362). Etnisitas adalah konsep budaya yang terpusat pada
 kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik budaya. Terbentuknya
 suku bangsa bersandar pada penanda budaya yang dimiliki secara bersama yang
 telah berkembang dalam konteks hostoris, sosial dan politis tertentu yang
 mendorong rasa memiliki yang paling tidak, sebagian didasarkan pada nenek
 moyang mitologis yang sama. Etnisitas dibentuk oleh cara kita berbicara tentang
 identitas kelompok dan mengidentifikasikan diri dengan tanda dan simbol yang
 membangun etnisitas. Etnisitas adalah konsep yang berhubungan dengan kategori
 identifikasi diri dan askripsi sosial (Barker, 2004: 201).
 Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik berkembang seiring
 dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat
 tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung arena
 politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam
 politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten. Sementara itu, dalam
 tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus
 mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan
 etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik maupun struktur
 politik pada level lokal atau daerah (Lampe, 2010: 300). Kelompok etnis dianggap
 sebagai kelompok yang anggotanya memiliki warisan cultural dan sosial yang
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 sama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, rasa memiliki
 kelompok etnis ini dapat dipengaruhi oleh cara di mana kelompok-kelompok
 dominan di dalam masyarakat merespon terhadap kelompok tersebut (Rose dalam
 Ishiyama dan Marijeke Breuning, 2013: 361). Gerakan politik etnis pada awal
 perkembangan masih sangat sederhana, perbedaan fisik merupakan senjata
 tersendiri. Orientasi gerakan politik etnis kala itu adalah untuk kekuasaan,
 penguasaan wilayah, penguasaan sumber-sumber ekonomi bahkan penguasaan
 manusianya (kelompok etnis lain). Pada era politik modern, politik etnis
 mengikuti arah perkembangannya, muatan-muatan ideologis muncul. Kesadaran
 etnis kemudian menjadi besar dan menjelma menjadi suatu kesadaran suku dan
 wilayah yang lebih luas mengarah kepada bangsa.
 D. Tinjauan Tentang Politik Identitas
 Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas
 tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar, terlebih lagi ini merupakan
 konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal kita akan mengenali
 sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya ini juga akan berarti bahwa kalau
 kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan
 sesuatu halnya itu.
 Menurut Abdilah, (2012:16) politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian
 ilmu politik, politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik
 perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul
 dari perbedaan tubuh dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul,
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 namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah
 disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik
 Internasional di Wina pada 1994.
 Identitas menurut Jeffrey Week, (dalam Widayanti, 2009:14) adalah berkaitan
 dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang
 membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat tersebut menekankan
 pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau
 komunitas. Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila memahami
 konsep identitas ini dalam bentuk contoh ketika seseorang lahir, ia tentu akan
 mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang
 terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita sedangkan
 untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada
 keluarga pada saat dilahirkan.
 Menurut Setyaningrum, (2005:19) identitas dalam sosiologi maupun politik
 biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas,
 ras, etnis, gender dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan
 kewarganegaraan (citizenship)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di
 dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan
 posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of
 bellonging) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu
 pembedaan (sense of otherness).
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 Menurut Setyaningrum, (2005:19) identitas politik (political identity) secara
 konseptual berbeda dengan “politik identitas” (politica of identity), identitas
 politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di
 dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas
 mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik
 maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik. Secara
 sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik
 esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan
 karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi
 orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka ini adalah definisi
 umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan
 berikutnya mengenai politik identitas.
 Menurut Stuart Hall, (dalam Setyaningrum, 2005:26) identitas seseorang tidak
 dapat dilepaskan dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas, dari
 pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang
 membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada
 saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan)
 atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik
 identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-
 kategori pembeda (categories of difference). Identitas selalu melekat pada setiap
 individu dan komunitas, identitas merupakan karekteristik yang membedakan
 antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat
 dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas
 dengan komunitas lain.
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 Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi
 seseorang, menurut kekuasaan Widayanti, (2009:14-15) ada 3 pendekatan
 pembentukan identitas, yaitu:
 1. Primodialisme, identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun
 2. Konstruktivisme, identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses
 sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural
 dalam masyarakat
 3. Instrumentalisme, identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk
 kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek.
 Menurut Agnes Heller dalam Abdilah (2012:16) mengambil definisi politik
 identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah
 perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama di dalam setiap
 komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa
 dipungkiri bahwa di dalamya terdapat berbagai macam individu yang memiliki
 kepribadian dan identitas masing-masing, hal ini dikarenakan kepribadian dan
 identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar
 individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga
 menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan
 persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam
 komunitas tersebut.
 Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu
 tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memliki
 kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk
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 mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering
 digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari
 kelompok mayoritas.
 E. Tinjauan Tentang Multikultural
 Masyarakat mengenal kata multikulturalisme sebagai sesuatu yang beraneka
 ragam. Menurut Liliweri, (2005:68) terdapat tiga pengertian tentang
 multikulturalisme yaitu:
 1. Multikulturalisme adalah konsep yang menjelaskan dua perbedaan dengan
 makna yang saling berkaitan. Pertama, multikulturalisme sebagai kondisi
 kemajemukan kebudayaan atau pluralisme budaya dari suatu masyarakat.
 Kondisi ini diasumsikan dapat membentuk sikap toleransi. Kedua,
 multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah pusat
 yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat
 memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik
 atau suku bangsa. Hal ini beralasan karena, bagaimanapun juga semua
 kelompok etnik atau suku bangsa telah memberi kontribusi bagi
 pembentukan dan pembangunan bangsa
 2. Sebagian besar negara, multikulturalisme merupakan konsep sosial yang
 diintroduksi ke dalam pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya
 sebagai kebijakan pemerintah. Rasionalisasi masuknya multikulturalisme
 dalam perumusan kebijakan pemerintahan karena hanya pemerintah yang
 dianggap sangat representatif ditempatkan di atas kepentingan maupun
 praktik budaya dari semua kelompok etnik dari suatu bangsa. Akibatnya
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 setiap kebijakan pemerintah diharapakn mampu mendorong lahirnya sikap
 apresiasif, toleransi, prinsip kesetaraan antara berbagai kelompok etnik
 termasuk kesetaraan bahasa, agama, maupun praktik budaya lainnya
 3. Pendidikan multikulturalisme (multicultural education), multikulturalisme
 merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keragaman latar
 belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk
 membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-
 kurangnya dari sekolah sebagai lembaga pendidikan, dapat terbetuk
 pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, keseimbangan dan
 demokrasi dalam artian luas.
 Perkembangan masyarakat yang modern belakangan ini menumbuhkan semangat
 para kaum minoritas untuk menuntut pengakuan atas identitas dan kebudayaan
 mereka yang berbeda masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang
 terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang
 berbeda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern
 yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan
 budaya. Penguatan dan pengembangan wawasan multikulturalisme diyakini bisa
 menjadi alternatif terhadap penguatan politik identitas. Sebab, dalam perspektif
 multikulturalisme, keragaman dan perbedaan tidak saja diakui, tapi juga dirayakan
 sebagai berkah kehidupan. Dalam menyelesaikan segala macam persoalan,
 multikulturalisme menawarkan dialog, keterbukaan, sikap toleran dan penolakan
 terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan dalam hal ini, multikulturalisme adalah
 titik tolak bagi terciptanya perdamaian.
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 Menurut Parekh, (dalam Munir, 2008:110), terdapat lima macam
 multikulturalisme, yaitu sebagai berikut:
 1. Multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada kehidupan masyarakat
 yang hidup dalam kelompok-kelompok kultural secara otonom.
 Keragaman diterima, namun masing-masing kelompok berusaha
 mempertahankan identitas dan budaya mereka secara terpisah dari
 masyarakat umum lainnya
 2. Multikulturalisme akomodatif yaitu sebuah masyarakat plural yang
 memiliki kultur dominan, namun yang dominan juga memberikan ruang
 bagi kebutuhan kultur yang minoritas. Antara yang dominan dan minoritas
 saling hidup berdampingan, tidak saling menentang dan tidak saling
 menyerang. Jembatan akomodasi tersebut biasanya dengan merumuskan
 dan menerapkan hukum, undang-undang atau peraturan lainnya
 3. Multikulturalisme otonomis, dalam masyarakat ini, setiap kelompok
 masyarakat kultur berusaha mewujudkan equality (kesetaraan) dengan
 budaya yang dominan serta berusaha mencapai kehidupan otonom dalam
 kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif, tujuan akhir dari
 kelompok ini adalah setiap kelompok dapat tumbuh eksis sebagai mitra
 sejajar
 4. Multikulturalisme kritikal dan interaktif. Dalam masyarakat ini
 mengutamakan upaya tercapainya kultur kolektif yang dapat menegaskan
 dan mencerminkan perspektif distingtif mereka. Dalam pelaksanaannya,
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 biasanya terjadi pertentangan antara kelompok dominan dengan kelompok
 minoritas
 5. Multikulturalisme kosmopolitan, dalam masyarakat ini akan berusaha
 menghilangkan sama sekali batas-batas kultur sehingga setiap anggota
 secara individu maupun kelompok tidak lagi terikat oleh budaya tertentu.
 Kebebasan menjadi jagoan utama dalam keterlibatan dan eksperimen
 pengetahuan intelektual serta mengembangkan kehidupan kulturalnya
 masing-masing secara bebas.
 Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan jika multikulturalisme
 menurut peneliti adalah keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai
 kelompok sosial, budaya, etnis dan agama yang berbeda yang harus dijunjung
 tinggi serta diperlakukan sama di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di
 dalam pemerintahan. Masyarakat multikultural tidak bedanya dengan masyarakat
 yang plural, yaitu masyarakat yang hidup dengan segala perbedaan, masyarakat
 multikultural adalah masyarakat yang mampu menampung seluruh perbedaan
 yang ada secara sama, sehingga mampu membentuk integrasi sosial yang baik di
 dalam kehidupan bermasyarakat.
 F. Tinjauan Tentang Kepala Daerah
 Pengertian tentang Kepala daerah adalah Orang yang diberikan tugas oleh
 Pemerintah Pusat untuk menjalankan Pemerintahan di Daerah. Kedudukan Kepala
 Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sama tingginya.
 Contohnya: Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tugas Kepala Daerah antara Lain:
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 1. Menyelenggarakan Pemerintahan didaerah kewenangannya
 2. Membuat Peraturan daerah
 3. Membuat dan menetapkan APBD
 4. Pemberian Keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD dapat selalu
 mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan daerah.
 Tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung
 jawab penuh atas jalannya pemerintah Daerah. Serta pengangkatan dan
 pemberhentian Kepala daerah Tingkat 1 yang dilakukan Oleh Presiden,
 Sedangkan kepada daerah Tingkat 2 diangkat oleh Menteri dalam Negeri. Oleh
 karena itu, Kepala daerah bertanggung jawab kepada Priseden melalui Menteri
 Dalam Negeri mengolah bahan-bahan pertanggung-jawaban Kepala daerah yang
 mengambil tindakan yang dianggap perlu dan serta melaporkan hal-hal yang
 mendasar kepada Presiden. Kepala Daerah juga harus benar-benar.
 Menurut Mustofa Ali (2003: 110) tentang Pemahaman terhadap kedudukan kepala
 daerah berkaitan sekali dengan pemahaman pengertian daerah dalam literature-
 literatur tata negara dan Pemerintahan bisanya mempunyai pengertian tersendiri
 yang sangat dipatuhi dengan melawannya pada pengertian “ Negara Bagian “.
 Istilah daerah digunakan untuk menujukan pada wilayah yang terdapat pada
 Negara Kesatuan, sedangkan Negara bagian merupakan Negara Federal. Uraian
 tentang kedudukan Kepala Daerah perlu didahului dengan uraian tentang Negara
 Kesatuan dan proses pembentukan daerah pada Negara Kesatuan lazimnya yang
 disebut Desentralisasi. Disamping itu, Pada Negara Kesatuan juga terdapat apa
 yang ada diindonesia yang disebut juga dengan Negara administratif yang

Page 68
						
						

50
 dirangkap oleh Kepala Daerah. Karena itu kepala daerah punya kedudukan
 rangkap, yaitu sebagai kepala Daerah sekaligus Kepala Wilayah.
 G. Tinjauan Tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)
 Setiap daerah di Indonesia mempunyai Pemimpin diantara nya adalah Gubernur,
 bupati, dan Walikota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat
 melakukan pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu
 daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah
 atau yang biasa disebut dengan Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk
 daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah
 dilakukan satu paket bersama dengan wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan
 wakil Kepala Daerah yang antara lain Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan
 wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota untuk kota.
 Pilkada diselenggerakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU
 Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan khusus untuk
 daerah Aceh, Pilkada diselenggarakan Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP)
 dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).
 Pengertian lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota
 yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan
 Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota berdasarkan
 Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Sejumlah perubahan dan penataan system politik di Indonesia ditandai dengan
 proses amandemen UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000
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 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
 Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32 Tahun
 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor
 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari pembentukan UU No 32
 Tahun 2004 adalah :
 “Bahwa dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan
 amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
 pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan
 untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
 peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
 Peningkatan daya saing daerag dengan memperhatikan prinsip
 demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
 daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
 Penyelenggaraan Pilkada dalam Undang-undang tersebut berikut adalah Dasar
 Hukum Penyelenggaraan Pilkada yang antara lain adalah:
 1. Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan
 Daerah
 2. Undang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,
 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil Kepala
 Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
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 5. Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
 6. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah
 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sistem perjalanan politik panjang
 yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik,
 kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan
 internasional. Pilkada merupakan instrument yang sangat penting dalam
 penyelenggaraan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah
 wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan kebijakan
 kenegaraan. Mengandung kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan
 negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang
 menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang
 selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010:44).
 Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
 Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota yakni :
 “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
 serta Walikota dan wakil Walikota yang selanjutnya disebut pelaksanaan
 kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,sertaWalikota
 dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.
 Pilkada langsung menjadi kebutuhan yang sangat mendesak guna mengoreksi
 sesegera mungkin segala kelemahan dalam pilkada masa lalu. Pilkada bermanfaat
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 untuk menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal, baik pada
 lingkungan pemerintahan (governance) maupun lingkungan kemasyarakatan (civil
 society) (Suharizal, 2011: 37). Terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi
 pilkada langsung adalah:
 1. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada
 daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah
 2. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih
 menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi
 3. Dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan,
 ksejahteraan masyarakat, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat
 dan daerah serta antardaerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan
 Republik Indonesia (NKRI), kedudukan kepala daerah mempunyai peran
 yang sangat strategis (Suryatmaja dalam Suharizal, 2011: 38).
 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
 undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
 Walikota menjadi Undang Undang. UU Nomor 10 Tahun 2016 terdekat
 digunakan Pilkada 2017. Meski pemungutan suara Pilkada 2017 pada tahun 2017,
 tahapannya sudah berlangsung di 2016. Tahapan terdekat Pilkada 2017 ada di
 bulan Agustus. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, tahapan pertama adalah
 Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang berlangsung pada 6
 sampai 10 Agustus 2016. UU Nomor 10 Tahun 2016 tetap disandingkan dengan
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 Pasal dan Ketentuan yang tak diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU No
 1 tahun 2015. Undang-undang pilkada ini awalnya berasal Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 terhadap semua
 pengaturan penyelenggaraan pemilu, meliputi: pemilu Dewan Perwakilan Rakyat
 (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 (DPRD); pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta pemilu Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah. Inilah Undang-Undang yang menyebut pertama kali
 pilkada sebagai pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi
 Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini sebagai penyelenggara pilkada.
 Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis
 apabila memenuhi beberapa prisipinsial, yakni menggunakan azas-azas yang
 berlaku dalam recruitment politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR,
 DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung,
 umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil ( Luber dan Jurdil):
 1. Langsung
 Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara
 langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
 2. Umum
 Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
 ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat
 umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku
 menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku,
 agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial

Page 73
						
						

55
 3. Bebas
 Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa
 tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga
 negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati
 nurani dan kepentingannya.
 4. Rahasia
 Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan
 diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan
 suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada
 siapa pun suaranya diberikan.
 5. Jujur
 Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat
 pemerintah, calon/peserta pilkada, pegawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih
 serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Adil
 Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada
 mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak
 manapun.
 Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari
 keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah
 dimulai. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A.Dahl, disamping
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 untuk menghindari Tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-
 tujuan yang lain, diantaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu,
 terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya
 kesejahteraan.
 Definisi dari kesimpulan di atas mengenai pengertian pemilihan kepala daerah
 adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh masyarakat
 ditingkat lokal untuk memiilih pemimpin ataupun pejabat politik untuk memimpin
 daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Kepala Umum Daerah
 (KPUD) sebagai memelopori, dan mengarahkan pikiran kepada masyarakat
 bahwa pemerintahan daerah ini merupakan bagian dari subsistem dari system
 pemerintahan yang di jalankan oleh pemerintah pusat sehingga mendapatkan
 seseorang pemimpin di Kabupaten.
 H. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
 Menurut Ali Mustofa ( 2003:101) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
 di pilih melalui Pemilihan Umum dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Langsung di
 dibuat dengan pengalaman pemilihan tahun kemarin, adapun tahapan tahapan
 dalam pelaksanaan dipilkada meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Pendaftaran dan Penetapan Calon
 Tahap penetapan calon sudah dimulai dari pasal 56 dan dikatakan Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang
 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas langsung, umum, bebas,
 jujur dan adil. Calon Kepala daerahdi usulkan oleh partai politik atau
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 Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan
 sebagaimana ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004.
 2. Penetapan Daftar Pemilih
 Daftar Pemilih pada saat Pemilihan umum terakhir didaerah digunakan
 sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala
 Daerah dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi
 persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.
 Berdasarkan penjelasan tersebut maka tahapan-tahapan dalam pelaksanaan
 dipilkada di kabupaten Pringsewu meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Perencanaan program dan anggaran
 2. Penyusunan dan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 3. Penyusunan dan pengesahan keputusan pedoman teknis penyelenggaraan
 pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun 2017
 4. Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis
 5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
 6. Pemantauan pemilihan
 7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
 8. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
 9. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
 10. Pendaftaran pasangan calon
 11. Kampanye
 12. Laporan dan audit dana kampanye
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 13. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
 penghitungan suara
 14. Pemungutan dan penghitungan
 16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
 17. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pati terpilih tanpa
 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
 18. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
 19. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi
 20. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil
 bupati pati terpilih
 21. Evaluasi dan pelaporan tahapan.
 I. Kerangka Pikir
 Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diawali setelah diberlakukannya
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan langkah maju bagi proses
 demokratisasi lokal di Indonesia. Melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagai
 media untuk menyebarkan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan,
 termasuk melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan memacu
 tumbuhnya kekuatan yang pro demokrasi di daerah. Artinya melalui pemilihan
 kepala daerah yang secara langsung ini, akan lahir aktoraktor demokrasi di
 daerah, yang kemudian diharapkan mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi
 perubahan. Pemilihan kepala daerah merupakan momen politik yang telah
 diadakan serentak semenjak bulan Juni 2005 sebagai ekses dari pemilihan
 presiden langsung untuk alasan penegakan demokrasi lokal di daerah.
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 Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokratis dalam
 rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki
 hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan
 permainan dengan aturan main yang sama. Pemilihan kepala daerah yang
 berlangsung di Kabupaten Pringsewu, ini menarik untuk dicermati karena
 eksistensi etnis Jawa dan Lampung yang mampu bekerjasama dalam
 kepemimpinan di Kabupaten Pringsewu dan mendapat simpatik dari masyarakat.
 Melihat pada ajang pilkada tahun 2017 ini yang ada di Kabupaten Pringsewu,
 tampaknya bahwa mesin politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan
 atau sukses pilkada. Akan Tetapi peran serta masyarakat dalam hal ini tokoh adat,
 tokoh agama, dan LSM yang ikut menentukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi
 fokus penelitian penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran pluralitas
 etnis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.
 Namun untuk membatasi studi dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan
 pada pluralitas etnis Jawa dan Lampung yang ada di Kabupaten Pringsewu.
 Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis, menjadi salah satu alasan penting
 dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatif. Jika
 seorang kandidat memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama
 dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif
 pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi
 masyarakat untuk menentukan pilihannya, ikatan emosional masyarakat tidak
 hanya didasarkan atas sistim kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi
 pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan
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 status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan
 emosional komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis
 komunitas masyarakat di daerah pemilihan, daerah/wilayah atau kantong-kantong
 basis massa yang ditandai dengan adanya simbol-simbol partai yang memberikan
 gambaran dan sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut merupakan
 kantong basis massa partai tertentu.
 Kemudian sebagai kreativitas kultural dalam dimensi horizontalnya, etnisitas
 tidak mengandung hirarki antar etnis, atau memiliki pandangan merendahkan
 etnis lain. Etnisitas sekedar digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tuntutan
 perolehan sumber daya yang semakin langka atau digunakan untuk memperkukuh
 posisi dalam persaingan dengan individu lain dalam dimensi vertikal etnisitas
 diwarnai predikat negatif seperti rendah diri, terbelakang, sempit, dan sejenisnya.
 Berdasarkan konsepsi teori sikap komponen dalam pluralitas etnis ini bahwa
 menggambarkan secara sosiologis, dalam menjawab rumusan masalah ini yang
 lebih relevan penulis akan menggunakan teori menurut Bimo Walgito (2003:127)
 tentang pluralitas seperti yang dijelaskan di atas, yaitu :
 1. Konatif (Pengetahuan)
 2. Afektif (Sikap)
 3. Konatif (Penilaian)
 Komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen afektif
 yang merupakan aspek emosional dari factor sosio psikologis. Komponen kognitif
 adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia.
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 Komponen konatif adalah aspek volisioal, yang berhubungan dengan kebiasaan
 dan kemauan bertindak, Rakhmat (2004:37-43).
 Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
 Pluralitas Etnis:
 1. Etnis Jawa
 2. Etnis Lampung
 Sikap Etnis
 Bimo Walgito (2003:127)
 Kognitif
 (Pengetahuan)
 Afektif
 (Sikap)
 Konatif
 (Penilaian)
 Pemilihan Kepala Daerah
 Kabupaten Pringsewu Tahun 2017
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 III. METODE PENELITIAN
 A. Tipe Penelitian
 Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
 merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif yang berupa
 kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan
 memperoleh gambar seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan sesorang
 yang sedang diteliti oleh peneliti.
 Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan
 secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu disekitarnya. Data yang
 diperoleh seperti hasi pengamatan, hasil wawancara, dan dokumentasi, disusun
 peneliti di lokasi yang tertuang dalam bentuk kata yang mendeskripsikan atau
 menggambarkan suatu fenomena sosial yang diteliti.
 Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang
 diselidiki dengan menggambar/melukiskan keadaan objek/subjek penelitian
 (sesorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang
 tampak atau sebagaimana adanya usaha itu pada tahap permulaan tertuju pada
 usaha yang mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang
 diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisi nya. Oleh karena itu pada tahap ini
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 metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-
 fakta seadanya (fact finding) ( Nawawi 1993:60).
 Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan
 belum jelas, holistic, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak
 mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian
 kualitatif dengan pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami
 situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori ( Sugiyono 2014:292).
 Metode ini diharapkan dapat mengungkapkan masalah yang belum jelas.
 Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena
 sesuai kebutuhan penelitian, yang mana penulis mendeskripsikan sikap etnis
 terhadap pluralitas etnis calon di Kabupaten Pringsewu.
 B. Fokus Penelitian
 Pada penelitian kualitatif, penentuan focus berdasarkan hasil studi pendahuluan,
 pengalaman, referensi dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang
 dipandang ahli. Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan
 berkembang setelah peneliti di lapangan ( Sugiyono 2014: 290). Fokus penelitian
 ini sesuai dengan kerangka pikir yaitu mendeskripsikan sikap etnis terhadap
 pluralitas etnis calon di Kabupaten Pringsewu yang dikaji melalui komponen-
 komponen sikap Bimo Walgito ( 2003:127) yaitu:
 1. Kognitif (Pengetahuan), dengan indikator :
 a. Pengetahuan etnis Jawa dan Lampung tentang pluralitas calon
 b. Pengetahuan etnis Jawa dan Lampung tentang pemilihan Kepala
 Daerah di Kabupaten Pringsewu tahun 2017
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 c. Pengetahuan etnis Jawa dan Lampung terhadap visi-misi serta program
 program kerja pasangan calon
 d. Pengetahuan etnis Jawa dan Lampung terhadap suku pasangan calon
 2. Afektif (Sikap)
 a. Perasaan etnis Jawa dan Lampung terhadap pemilihan kepala daerah
 Kabupaten Pringsewu tahun 2017
 b. Perasaan etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas pasangan calon
 c. Perasaan etnis Jawa dan Lampung terhadap suku pasangan calon
 3. Konatif (Penilaian)
 a. Penilaian etnis Jawa dan Lampung mengenai pemilihan kepala daerah
 di Kabupaten Pringsewu tahun 2017
 b. Penilaian etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas etnis pasangan
 calon
 c. Penilaian etnis Jawa dan Lampung terhadap suku pasangan calon
 Menurut Sugiyono, (2013) fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah
 dalam satu atau lebih variabel, sehingga dengan demikian dalam penelitian
 kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat
 umum. Selain itu penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang
 relevan dan tidak relevan meskipun menarik maka tidak perlu dimasukkan ke
 dalam data yang sedang dikumpulkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka
 fokus penelitian ini adalah Pluralisme etnis masyarakat dalam pemilihan kepala
 daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.
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 C. Sumber Data
 Menurut Noor (2011), data artinya sesuatu yang diketahui dan diartikan sebagai
 informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris,
 wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka)
 atau berupa ungkapan kata-kata (verbal) atau kualitatif. Sumber data yang
 digunakan adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data,
 yaitu data primer dan sekunder.
 1. Data Primer
 Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat
 pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber
 informasi yang dicari. Cara pengambilan data primer melalui wawancara,
 wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
 memperoleh informasi langsung dari sumber data, wawancara yang penulis
 lakukan dengan teknik wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur dengan
 cara menggunakan panduan wawancara sehingga informasi yang diperoleh
 tidak menyimpang dan mampu menjawab permasalahan peneliti.
 2. Data Sekunder
 Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk mendukung data
 primer yang diperoleh melalu studi pustaka yang berasal dari buku-buku,
 penelitian lapangan, mapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek
 penelitian. Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang
 merupakan data sekunder guna mendukung dan memperkuat data primer. Data
 sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-jurnal, hasil-hasil
 penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tentang komposisi penduduk Provinsi
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 Lampung berdasarkan sensus terhadap etnis tahun 2010 dari BPS Provinsi
 Lampung, dokumen dari KPUD Kabupaten tentang rekapitulasi perhitungan
 suara Pemilihan Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2014, serta dokumen
 lainnya berupa peraturan perundang-undangan, banner, pamphelet, dan poster
 yang menunjukkan penggunaan identitas etnis oleh calon kepala daerah dalam
 menarik simpati masyarakat Lampung dalam pilkada langsung.
 D. Teknik Pengumpulan Data
 Untuk mengumpulkan data yang akurat mungkin mengenai variabel yang akan
 dikaji, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:
 1. Wawancara
 Pengumpulan daa dengan wawancara semistruktur. Jenis wawancara ini
 termasuk kategori in-dept interview yang mana dalam pelaksanaan
 wawancara lebih bersifat bebas dibanding dengan wawancara terstuktur.
 Tujuan dari wawancara ini adalan untuk menemukan secara lebih terbuka
 dimana informan diminati pendapat dan idenya. Dalam melakukan
 wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa
 yang dikemukakan oleh informan. Instrumen dalam melakukan
 wawancara yang telah disiapkan peneliti dan sebuah smartphone guna
 merekam suara dari jawaban informan dan dokumentasi peneliti pada saat
 wawancara langsung.
 2. Dokumentasi
 Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh melalui informan, lembaga
 pemerintahan, lembaga politik maupun narasumber lainnya berupa
 dokumen-dokumen yang dianggap penting dan mendukung dalam
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 penelitian ini. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain: Dinas
 Kependudukan dan Catatan Sipil,dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
 di KPUD Pringsewu dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pringsewu tahun
 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pringsewu.
 3. Penelitian Pustaka
 Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil bacaan
 buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber bacaan lainnya yang erat
 relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.
 E. Informan Penelitian
 Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif pada umumnya mengambil
 jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya.
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk
 memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan
 informan yang akan dimintai informasi pada penelitian kualitatif tidak ada
 informan acak tetapi bertujuan (purposive). Berdasarkan penjelasan tersebut maka
 persyaratan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
 1. Informan mengetahui pluralitas etnis pada pasangan calon yang muncul dalam
 pemilihan kepala daerah tahun 2017
 2. Informan terlibat aktif dalam dinamika politik dan mengetahui secara langsung
 politik etnik pada pasangan calon yang muncul dalam pemilihan kepala daerah
 tahun 2017.
 Berdasarkan hal tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai
 berikut:
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 1. Andreas Andoyo Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
 Pringsewu
 2. Dr. Suwondo, M.A Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Lampung
 3. Sutikno perwakilan masyarakat etnis Jawa dan Haidir Bakri perwakilan
 masyarakat Lampung yang ada di Kabupaten Pringsewu
 4. Aris Munandar perwakilan tokoh adat etnis Jawa di Kabupaten Pringsewu
 5. Batin Johansyah Perwakilan tokoh adat ernis Lampung di Kabupaten
 Pringsewu
 6. Rosidin perwakilan tokoh agama di Kabupaten Pringsewu
 7. Basuki Harinan Pasha pengurus Forum Komunikasi Gerakan Pemuda
 Lampung (FKGML)
 8. Faisol Sapik Yusda pengurus Pemuda Reformasi Indonesia Provinsi Lampung.
 F. Teknik Pengolahan Data
 Setelah melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan data diperoleh dari
 lapangan, tahap selanjutnya pengelolahan data penelitian. Peneliti melakukan dua
 tahapan dalam proses pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam
 pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh Moleong (2013) meliputi:
 1. Editing
 Proses ini merupakan dimana peneliti meneliti kembali data yang diperoleh
 berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan penilitian pustaka, guna
 menghindari kekeliruan ataupun kesalahan dalam penelitian. Tahap editing ini
 peneliti menyajikan hasil wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka dari
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 sikap etnis dngan menggunakan kalimat bakudan Bahasa yang mudah
 dimengerti sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.
 2. Interpretasi
 Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih
 mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.
 Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian
 secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di
 lapangan.
 G. Teknik Analisis Data
 Data yang diperoleh mengenai sikap etnis terhadap pluralitas pasangan etnis
 calon, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dengan teori yang digunakan.
 Tujuannya untuk membuat deskriptif secara sistematis, factual dan akurat
 mengenai fakta-fakta, serta bagaimana masyarakat Pringsewu menyikapi sikap
 etnisitas pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Terdapat tiga komponen
 analisis data, yaitu :
 1. Reduksi data
 Reduksi data (reduction data), yakni data yang diperoleh dilokasi
 penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang
 lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih
 hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema
 atau polanya reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses
 penelitian berlangsung.
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 2. Sajian data (data display),
 Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun
 sesuaikan untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data yang
 diperoleh.
 3. Penarikan kesimpulan (conclution drawing),
 Selama penelitian berlangsung maka dapat melakukan verifikasi secara
 terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal
 memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penulis
 berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari
 pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain
 sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat
 tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi
 secara terus menerus dan setiap kesimpulan senatiasa dilakukan verifikasi
 selama berlangsungnya penelitian.
 H. Keabsahan Data
 Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh
 peneliti agar dapat melihat keabsahan data atau validitas data yang telah diperoleh
 selama penelitian berlangsung dengan cara mengecek kembali sumber informasi
 yang telah didapat.
 Penelitian kualitatif standard tersebut dinamakan keabsahan data menurut Guba
 dan Lincoln, (dalam Moleong, 2013), mengemukakan bahwa untuk menetapkan
 keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik keabsahan
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 data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan
 atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam
 penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan bebeapa sumber atau
 informan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Ada tiga triangulasi
 sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :
 1. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat diluar peneliti yang turut
 memeriksa hasil aktivitas penelitian, seperti dari akademisi. Dalam hal ini
 yang dimaksud adalah akademisi dari Fisip Unila yang menguasai dan
 mumpuni bidang politik terutama tentang pemilihan kepala daerah.
 2. Triangulasi teori, yaitu peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan
 untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.
 Pada penelitian ini beberapa teori yang terlihat dalam pembahasan untuk
 dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
 3. Triangualasi metode, yaitu menggunakan metode seperti wawancara dan
 dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara
 dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan
 dengan tujuan penelitian.
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 IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
 A. Gambaran Umum Provinsi Lampung
 Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara
 eografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40 º (BT) Bujur Timur
 sampai 105º50º (BT) Bujur Timur dan 3º45” (LS) Lintang Selatan sampai 6º45º
 (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35
 km, termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12
 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung
 diperkirakan lebih kurang 24.820 km. Panjang garis pantai Provinsi Lampung
 lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai
 Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160
 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung
 adalah:
 1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
 2. Sebelah Selatan dengan selat Sunda
 3. Sebelah Timur dengan laut Jawa
 4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
 Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan
 dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif
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 luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan
 Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan dan
 Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung
 dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan
 Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal
 nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra
 Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin
 Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara
 menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang
 bernama Astra Ksetra.
 B. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu
 Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang
 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan dibentuk berdasarkan
 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan
 diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara
 geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara
 Bujur Timur (BT) dan Lintang Selatan (LS), dengan luas
 wilayah dimiliki sekitar 625 atau 62.500 Ha.
 Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah
 kabupaten sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan
 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah
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 2. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan
 Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten
 Pesawaran
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh
 Balak, Kabupaten Tanggamus
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air
 Naningan, Kabupaten Tanggamus.
 Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, yaitu:
 Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan
 Pagelaran Utara, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan
 Sukoharjo, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Adiluwih. Sekitar 41.79%
 wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di
 Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Untuk lereng
 berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19.09% yang dominan
 terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%)
 memiliki sebaran luasan sekitar 21.49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan
 Kecamatan Pardasuka.
 Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100–200
 meter di atas permukaan laut, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang
 merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 Ha atau sebesar 64.88% dari total
 wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100–200 meter
 sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran. Sedangkan kelas
 ketinggian lahan tertinggi > 400 meter di atas permukaan laut dengan porsi luasan

Page 93
						
						

75
 terkecil atau sebesar 5.99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan
 sebesar 2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan
 Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6.40% dari total luas
 wilayahnya.
 Potensi formasi geologis terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah formasi
 Lempung (Qtl) dengan luas sebesar 23.882 Ha atau sebesar 38.21%. Potensi
 formasi geologis terbesar kedua setelah Lempung (Qtl) di Kabupaten Pringsewu
 adalah formasi Kompleks Gunungkasih (Pzg) dengan luas sebesar 18.234 Ha atau
 sebesar 29.17%. Sedangkan potensi formasi geologis terkecil di Kabupaten
 Pringsewu adalah formasi Menanga (Km) dengan luas hanya sebesar 202 Ha atau
 hanya sebesar 0.32%.
 Jika dilihat dari persebaran group fisiografis di Kabupaten Pringsewu maka group
 fisiografis terluas adalah dataran dengan luas sebesar 16.496,88 Ha atau 26,39%
 dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Group fisiografis dataran tersebut
 tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Pringsewu. Porsi group fisiografis
 dataran terluas berada pada Kecamatan Adiluwih dengan luas sebesar 6.896,81 Ha
 atau sebesar 41.80% dari total luas dataran. Group fisiografis dengan luasan
 terkecil, yaitu group aneka bentuk dengan luas hanya sebesar 896.26 Ha atau
 1.43% yang terletak di Kecamatan Pardasuka seluas 223.68 Ha atau sebesar
 24.94% dari total luasan group fisiografis dan Kecamatan Pagelaran seluas 672.58
 Ha atau sebesar 75,04% dari total luasan group fisiografis.
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 Kabupaten Pringsewu memiliki 8 (delapan) sungai dengan panjang dan luas
 daerah aliran yang bervariasi. Sungai terpanjang yang mengaliri wilyah
 Kabupaten Pringsewu adalah Way Sekampung Bagian Tengan dengan panjang 24
 Km. Namun demikian walaupun Way Sekampung Bagian Tengah merupakan
 sungai terpanjang di Kabupaten Pringsewu, Way Sekampung Bagian Tengah
 hanya memiliki daerah aliran seluas 600 atau lebih kecil jika dibandingkan
 dengan Sungai Way Wonokoro dan Way Apus. Way Wonokoro merupakan
 sungai terpanjang setelah Way Sekampung Bagian Tengah dengan panjang 8.8
 Km dan daerah aliran terluas yaitu 7.040 . Sedangkan sungai dengan panjang
 dan daerah aliran terkecil adalah sungai Marga Raharjo yaitu hanya seluas 15
 Km2 dengan panjang sungai hanya 2.5 KM.
 Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan
 berkisar antara 161.8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13.1 hari/bulan.
 Rata-rata temperatur suhu berselang antara C – C. Selang rata-rata
 kelembaban relatifnya adalah antara 56.8% sampai dengan 93.1%. Sedangkan
 rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah
 1008.1 Nbs dan 936.2 Nbs dengan karakteristik iklim tersebut, wilayah ini
 berpotensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.
 Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pringsewu adalah regosol,
 gleisol, kambisol dan podsolik sedangkan penggunaan lahan terbesar di
 Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 Ha atau sebesar 27.56%,
 dari luas lahan yang digunakan untuk tegalan, 31.95% berada di Kecamatan
 Adiluwih. Sedangkan sisanya tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di
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 Kabupaten Pringsewu. Selain digunakanan sebagai tegalan, sebagian besar
 wilayah Kabupaten Pringsewu juga digunakan sebagai lahan sawah, akan tetapi
 luasan lahan yang digunakan sebagai sawah tersebut masih berada dibawah lahan
 tegalan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah adalah seluas 12.197 Ha atau
 sebesar 19.51%, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas
 11.989 Ha atau 19.18%, hutan seluas10.634 Ha atau 17.01%, permukiman seluas
 9.547 Ha atau 15.27%, dan belukar seluas 917 Ha atau 1.47%.
 C. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Pringsewu
 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pringsewu yang
 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pringsewu untuk
 memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu masa jabatan 2017-2021
 diselanggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia
 1945. Azas penyelengaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun
 2017 berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib
 penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas,
 profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Lembaga penyelenggara
 Pilkada disini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu (KPUD)
 sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang
 penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 yang maju pada Pilkada merupakan pasangan yang diusulkan atau dicalonkan
 oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah
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 memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas dan terbuka oleh KPUD
 Kabupaten Pringsewu.
 Pilkada Bupati Pringsewu 2017, pasangan terlebih dulu melakukan kampanye
 yang merupakan kegiatan yang dilakukan pasangan calon dan atau tim kampanye
 untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-
 besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan
 atau tertulis kepada masyarakat dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU
 Kabupaten Pringsewu. Pemilih pada Pilkada Bupati Pringsewu 2017 adalah
 Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat pemungutsan suara telah genap
 berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin atau tidak sedang dicabut hak
 pilihnya. Selain KPUD, pada Pilkada Kabupaten Pringsewu 2017 yang
 dilaksanakan 15 Februari 2017, juga terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
 Pringsewu (Panwaslu), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang merupakan
 lembaga pengawasan penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Pringsewu 2017.
 Ketua KPU Kabupaten Pringsewu merinci data jumlah DPT, TPS dan pekon
 untuk masing-masing kecamatan yakni Kecamatan Adiluih jumlah pekon (desa)
 ada 13, TPS 72, terdapat pemilih tetap ada 27.306, lelaki 14.021, perempuan
 13.285. Kecamatan Ambarawa jumlah pekon 8, TPS 63, pemilih tetap 27.241,
 lelaki 13.973, perempuan 13.268, Kecamatan Banyumas ada 11 pekon, 51 TPS,
 pemilih tetap 16.059, lelaki 8.236, perempuan 7.823. Untuk Kecamatan
 Gadingrejo ada 23 pekon, 159 TPS, pemilih tetap 61.523, lelaki 31.589,
 perempuan 29.934, Pagelaran ada 22 pekon, 101 TPS, pemilih tetap 40.379, lelaki
 20.677, perempuan 19.702, Pagelaran Utara 10 pekon, 29 TPS, p
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 14,021
 13,973
 8,236 31,589
 20,677
 5,872
 16,126 30,883
 19,840
 13,285
 13,268
 7,823
 29,934 19,702
 5,413
 15,381
 29,994 19,029
 Adiluih
 Ambarawa
 Banyumas
 Gadingrejo
 Pagelaran
 Pagelaran Utara
 Pardasuka
 Pringsewu
 Sukoharjo
 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pringsewu Jenis Kelamin Perempuan
 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pringsewu Jenis Kelamin Laki-Laki
 5.413 Kecamatan Pardasuka 13 pekon 87 TPS,
 pemilih tetap 31.507, laki-laki 16.126, perempuan 15.381, Pringsewu 15 pekon,
 174 TPS, pemilih tetap 60.877, lelaki 30.883, perempuan 29.994 dan
 Kecamatan Sukoharjo ada 16 pekon, 83 TPS, pemilih tetap 38.869 , lelaki 19.840,
 perempuan 19.029. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar grafik di bawah
 ini:
 Gambar 2. Grafik Daftar Pemilih Tetap Setiap Kecamatan Kabupaten
 Pringsewu 2017
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 VI. KESIMPULAN DAN SARAN
 A. Kesimpulan
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh
 kesimpulan bahwa sikap etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas etnis
 calon pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 dapat
 dilihat dari 3 aspek yaitu Kognitif, Afektif dan Konatif.
 1. Kognitif (pengetahuan), pengetahuan politik masyarakat/tokoh etnis Jawa
 dan Lampung di Kabupaten Pringsewu terhadap pluralisme calon kepala
 daerah dan wakil kepala daerah sudah baik. Meningkatnya pengetahuan
 politik masyarakat ditandai oleh paradigma masyarakat dalam menentukan
 atau memilih pasangan kepala daerah di mana masyarakat sudah mulai
 melihat rekam jejak, visi, misi dan program kerja yang di buat oleh
 pasangan calon bukan berdasarkan ke etnisan, selain itu dalam dua kali
 pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu hampir semua pasangan
 calon terdiri dari dua komposisi yaitu Jawa-Lampung atau Lampung-Jawa.
 2. Afektif (sikap), sikap masyarakat etnis Jawa dalam menentukan pilihannya
 cenderung terbuka, artinya masih adanya berdasarkan keetnisan,
 ketokohan dan ikatan primodialisme tetapi berdasarkan kualitas dari
 pasangan calon kepala daerah, hal itu tidak terlepas dari cara pandang
 masyarakat dalam menyikapi pluralitas etnis dalam pencalonan pilkada
 sebagai suatu kewajaran dalam sebuah masyarakat yang heterogen,
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 sedangkan masyarakat etnis Lampung di Kabupaten Pringsewu dalam
 menentukan pilihan bupati dan wakil bupati sudah sangat moderat dalam
 setiap dinamika politik yang terjadi
 3. Konatif (penilaian), penilaian masyarakat etnis Jawa dan Lampung di
 Kabupaten Pringsewu terhadap pluralisme calon kepala daerah dan wakil
 kepala daerah sangat objektif dan moderat menerima komposisi pasangan
 calon kepala daerah yang menang dan memimpin Kabupaten Pringsewu
 semakin majunya masyarakat Pringsewu serta semakin objektifnya
 penilaian masyarakat etnis Jawa tersebut terjadi karena informasi yang
 diperoleh tentang pasangan calon kepala daerah sudah sangat baik
 sehingga hal tersebut membuat mereka tidak mudah dipengaruhi oleh isu-
 isu politik yang belum tentu benar dan akurat. Sementara itu penilaian
 objektifitas masyarakat etnis Lampung di karenakan karena etnis
 merupakan bagian dari strategi politik bagikan didatauntuk mendapatkan
 suara terbanyak atau tujuan untuk memenangkan pilkada.
 Jadi secara umumsikap etnis Jawa dan Lampung terhadap pluralitas etnis calon
 pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringewu tahun 2017
 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat/tokoh etnis Jawa di Pringsewu
 terhadap pluralitas calon kepala daerah dan wakilnya cenderung sudah baik.
 Karena telah dua kali pilkada di Pringsewu hampir semua pasangan calon
 terdiri dari dua komposisi etnis, yaitu Jawa-Lampung atau Lampung-Jawa.
 Demikian halnya dengan pengetahuan masyarakat/tokoh etnis Lampung
 terhadap fenomena yang sama pun cenderung baik. Adapun sikap masing-
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 masing etnis pun cenderung sama yaitu moderat terhadap komposisi etnis
 pasangan calon tersebut, yaitu bisa menerima sebagai calon pemimpin daerah
 di Kabupaten Pringsewu. Masing-masing etnis Lampung dan Jawa menyikapi
 pluralitas etnis dalam pencalonan pilkada sebagai suatu kewajaran dalam
 sebuah masyarakat yang heterogen.
 B. Saran
 Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh pada saat penelitian,maka saran yang
 peneliti berikan sebagaimasukan ialah sebagai berikut:
 1. Hendaknya masyarakat selalu menjunjung tinggi sikap kerukunan dan
 persatuan antar suku dan golongan walaupun berbeda pandangan dan
 pilihan sehingga tidak terjadi konflik secara horizontal di mana masyarakat
 Kabupaten Pringsewu memiliki ikatan primodialisme yang kuat antara
 pemilih dan pasangan calon
 2. Pihak-pihak seperti Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik hendaknya
 dapat memaksimalkan pendidikan politik secara terus menerus sehingga
 masyarakat dapat mengetahui atau paham politik serta memiliki kesadaran
 politik yang tinggi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat
 berjalan secara rasional
 3. Masyarakat sebaiknya dalam memilih tidak melihat dari faktorkedekatan
 semata tapi mempertimbangkan secara rasional, siapa yang layak untuk
 dipilih dengan demikian kualitas elit politik atau pejabat politik kedepan
 akan semakin bagus.
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